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ABSTRACT

Problems to-be discussed in this study is the determination of elasticity
rate of financial necessity in Papua Province as the means of local finance rate of
the Papua Province concerning the establishment of exclusive autonomy (UU No.
21/2001). It is believed that the local original earning of Papua is necessary to take
account for. In addition, it is also significant to determine the cleamess of
financial balance since the UU No. 21/2001 has been effective. Both factors are
used to financing the exclusive autonomy implementation.

The study is oriented to analyze the Local Financial State of the Papua
Province according to the applied UU No. 21/2001. In another word, the analysis
focuses on the rate of elasticity of financial necessity, the local original eamings,
and financial balance.

Theory to be applied in this study is as the following: according to
Intergovernmental Transfer, it is generally believed that one might find as much
as six fundamental reasons needed. The reasons must agree with fiscal imbalance,
redistribution role of public sector, preservation of internal common market, inter-
jurisdictional spillover, net-fiscal benefit across states and stabilization objectives.

Diata to be used in the study is secondary data, which were collected from
Biro Anggaran (Budgetary Bureau), and the BPS of BAPPEDA of the Papua
Province, and the Department of Finance of the Republic Indonesia. Analysis
devices in the observation are multiple regression analysis, and mathematics
measurement. :

The main finding is a positive and significant effect of such factors as
population, number of schools, road length, and number of people living * in
poverty on the finance necessity in Papua. The dynamics of the local original
earning tend to the elevating state. However, the real value shows the minimum
benefit as the local government remains dependent on the Central government.

The recommendation of the writer is that Papua is expected to march on
the improvement of their local eaming through such efforts as preservation,
intensification, and tax sharing. The central government is also suggested to
emphasize a decentralization method in order to giving more space to breathe to
the local government.
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ABSTRAKSI

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini : Perlu kejelasan
besarnya tingkat elastisitas kebutuban dana Propinsi Papua, sebagai analisis
keuangan daerah Propinsi Papua dengan berlakunya otonomi khusus (UU
No.21/2001); Perlu adanya kejelasan pendapatan asli daerah propinsi Papua, dan
Perlu adanya kejelasan besarnya dana perimbangan dengan diterapkannya UU No
21/2001 bagi Propinsi Papua, yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan
otonomi Khusus,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Keuangan Daerah Propinsi
Papua dengan berlakunya Otonomi Khusus (UU No. 21/2001), yaitu dengan
menganalisis tingkat elastisitas kebutuhan dana Propinsi Papua, menganalisis
Pendapatan Asli Daerah Propinsi Papua dan menganalisis Dana Perimbangan
Propinsi Papua dengan diterapkannya UU No. 21/2001.

Teori vang digunakan dalam penelitian ini : berdasarkan Infergovermental
Transfer pada umumnya ada enam alasan diperlukan dengan adanya grant :
Fiscal imbalance, redistribution role of public sector, preservation of internal
common market, interjurisdictional spiillovers, differential net fiscal benefit across
states dan stabilization objectives.

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang sumbernya
dari Biro Anggaran, BPS, BAPPEDA Propinsi Papua dan Departemen Keuangan
RI. Alat analisis yang digunaksn dalam mencapai tujuan dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi berganda, dan perhitungan matematika.

Temuan utama penelitian ini adalah jumlah penduduk, banyak sekolah,

panjang jalan, dan jumlah penduduk miskin mempunyai pengaruh positif dan .

signifikan terhadap kebutuhan dana Propinsi Papua, sedangkan perkembangan
PAD Propinsi Papua bila ditinjau dari nilai nominalnya dari tahun ke tahun terus
menunjukkan kenaikan, tetapi bila ditinjau dari nilai riilnya menunjukkan
gambaran yang kurang menguntungkan, dengan kata lain PAD Propinsi Papua
relatif rendah sehingga mengakibatkan tingkat ketergantungan terhadap Pusat
masih tinggi.

Saran penulis untuk penelitian ini: pemerintah daerah Papua untuk terus
berupaya dalam menggali dan meningkatkan PAD dengan Ekstensifikasi,
intensifikasi dan fax sharing. Dan untuk pemerintah pusat disarankan lebih
meletakkan dan menekankan peyelenggaraan atas asas desentralisasi sehingga
tampak adanya peyelenggaraan desentralisasi dan otonomi khusus di Papua.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Papug seharusnya- merupakan pencerminan
kehendak rakyat sesuai déngan potensi, kondisi, permasalahan, kebutuhan dan
aspirasi yang dirumuskaq dalam tujuan pembangunan Provinsi Papua. Provinsi
Papua sebagai salah satu Provinsi yang dikenal kaya akan sumber daya alam di
Indonesia dalam sumber daya mineral, tambang, lautan, hutan dan agro. Untuk
lebih jelasnya perhatikan Tabel 1.1.

‘Tabel 1.1

Penerimaan Hasii Pertambangan 10 Provinsi di Indonesia
Tahun Anggaran 2000/2001

No. Daerah Penghasil Jumlah Penerimaan
] Nangro Aceh Darusalam 334,305
2 Sumatera utara 33,660
13 Riau 5.171,230
4 Jambi 123,760
5 Sumatera Selatan 593,725
6 Jawa Barat 68,935
7 Jawa Timur 142,120
8 Kalimantan Timur 561,680
9 Maluku 4,485
10 Papua 563,318

Sumber : Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan RI.
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi
dengan penerimaan hasil pertambangan terbesar diantara 10 provinsi terbesar di
Indonesia. Hasil dari pertambangan tersebut dikelola sebagai kepanjangan tangan
pemerintah pusat, yang dalam kenyataannya kurang memperhatikan suara rakyat

Papua yang menghendaki pembangunan fisik riil dalam peningkatan

I
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kesejahiteraan masyarakat. Begitu banyak pengekploitasian sumber daya alam
| yang dibawa dari Papua tanpa memperhatikan kesgjahteraan rakyat tanah Papua.
Makanya tidak heran jika jumlah sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi
pun sangat lamiban 'berkenibang. Begitu pula jumlah dan kondisi rumah sakit
umum di Papua ini sangat memprihatinkan, padahal pilar pembanguan penting
adalah pendidikan dan kesehatan. Iﬁfrastruictur di Papua seperti Jalan rava,
jembatan, transportasi sangat sederhana atau jauh dari memadai. Permasalahan
dalam infrastruktur ini sangat menghambat laju pembangunan di Papua. Apalagi
jika melihat dari_ luas wilayah Provinsi Papua yang relatif besar dari provinsi lain
terlihat adanya kesenjangan dengan .beberapa provinsi lain yané lebil kecil
wilayahnya namun lebih lengkap infrastrukturnya. Kondisi di atas dapat

diperhatikan dengan lebih jelas pada Tabel 1.2.




Tabel 1.2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Banyak Sekolah dan Rumah Sakit

Takun 2000
Luas Jumlah Banyak .;f{umla?_
Provinsi Wilayzah Penduduk | Sekolah | ° ;;Eil
(Km ) (jiwa) (buah) (buah)
Nangro Aceh Darussalam 55.390 - 4.011 4007 25
Sumatera Utara 71.680 11.476 12283 115
Sumatera Barat 42.898 4.228 4975 39
Riau 94.561 4.734 4237 27
Jambi '53.436 2.401 2775 14
Sumatera Selatan 109.254 7.756 7213 32
Bengkulu 19,789 1.405 1767 7
Lampung 35.385 - 6.654 5917 18
DKI Jakarta 664 8.385 5336 101
Jawa Barat 43.177 43.553 29417 123
Jawa Tengah 32.549 30.857 25907 145
DI Yogyakarta 3.186 3.109 3158 29
Jawa Timur 47.923 34.526 27233 133
Bali 5.633 3.125 3303 29
Nusa Tenggara Barat 20.153 3.822 3270 12
Nusa Tenggara Timur 47.349 3.929 4744 24
Kalimatan Barat 146.807 3.740 4614 24
Kalimantan Tengah 153,564 1.801 2935 11
Kalimantan Selatan 36.535 2.970 3428 26
Kalimantan Timur 210.985 2.436 2606 23
Sulawesi Utara 27.488 -2.821 3801 23
Sulawesi Tengah 63.689 2.066 2901 19
Sulawesi Selatan 62483 - 7.787 - 8891 59|
Sulawesi Tenggara 38.140 1.772 2199 11
Maluku ' 421.981 1.978 3311 22
Papua 499.852 2.113 2772 20

Sumber : Statistik Indonesia, 2000.

Persoalan lain yang dihadapi dalam pembanguan daerah Papua adalah

menyangkut kemandirian keuangan daerah. Hal ini seringkali muncul dalam

" tunfutan kritikan sebagian besar masyarakat Papua termasuk dikalangan

pemerintah daerah yakni menyangkut kecilnya penerimaan alokasi dana yang

diterima oleh daerah dan masyarakat Papua. Regulasi bersifat sentralistis selama




ini mengakibatkan ﬁqengaiimya hasil-hasil kekayaan alam dari Papua keluar dari
Papua. Demikian puia format hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang
tidak adil, selalu dikritik dalam konteks perimbangan keuangan pusat — daerah.
Kekecewaan masyarakat Papua terhadap aiokasi dana pembangunan untuk
Provinsi Papua disebabkan oleh keuntungan dari pengelolaan SDA Papua Jebih
banyak dinikmati oleh pusat. |

Alasan klasik yang sering dikemukakan pemerintah adaiah karena kualitas
SDM yang masih rendah dan jumlah penduduk yang masih sedikit. Stigma ini
menjadi paradigina pembangunan selama tiga dasawarsa, padahal distribusi
kadilan ekonomi dan keuangan itu tidak harus divkur berdasarkan kualitas SDM
dan jumiah penduduk melainkan potensi wiayah dan hak-hak ulayat masyarakat
adat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan cermin kemandirian
daerah iernyata kurang berperan dalam struktur pembiayaan pemerintah daerah.
Selama ini keberlangsungan keuangan daerah ditoplang oleh “subsidi” pemerintah
pusat, baik berasal dana pembanguanan sekforal, dana pembangunan Provinsi,
dana pembanguanan kaupaten/kota, dana pembangunan desa, jariﬁgan pengaman
sosial (JPS) dan pengentasan kemiskinan, maupuan dana pinjaman dan hibah luar
negeri baik OECF,ADB, maupun dari World Bank.

Selain aspek penerimaan daerah, permasalahan dalam hal pengelolaan
keuangan daerah adalah menyangkut pengeluaran daerah. Sejauh mana prioritas
dana dialokasikan, prioritas-prioritas program pembangunan, maupun proses

administrasi dokumen anggaran daerah dilaksanakan di pemerintah daerah dan




¥ ]

legislatif, bagaimana mekanisme penyaluran yang tepat ke masyarakat iokal, serta

pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Hal-hal tersebut perlu didukung
oleh kapasitas aparatur perencana, pelaksana program, maupun mekanisme
hubungan antara eksekutif dan legislatif yang baik, serta kemudahan peraturan
dalam mekanisme penyaluran dana bagi masyérakat. |

Permasalah di atas tersebut yang membawa iekad dikalangan rakyat
Papua harus MERDEKA atau rt-iengan kata lain memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Papua sudah beranggapan bahWa selama
ini perbaikan nasib yang ditawarkan pemerintah pusat kepada kepada rakyat
Papua tidak bisa terlihat signifikan, padahal bumi Papua ini menjadi incaran
pemodal barang-barang mineral.

Untuk mengantisipasi terhadap masalah yaﬁg menuju disintegrasi, dan
menyelesaikan berﬁagai permasalahan besar bangsa indonesia dalam menata
kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, Majelis Pe{'musyawaratem
Rakyat RI menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada
Provinsi Papua, yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1999
tentang GBHN tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2. Dalam ketetapan
MPR RI No IV/MPRfZOOl ténfang rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Khusus yang antara lain menekankan tentang
pentingnya merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu
Undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam

rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan




langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai
upaya yang perle dilakukan demni tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di
Provinsi Papua.

Untuk menindak lanjuti kebijakan penyeienggaraan otonomi khusus, maka
Provinsi Papua perlu mengetahui kondisi keuangan daerah Provinsi Papua dengan
berlakunya otonomi khusus ( UU No. 21/2001 ) dengan menganalisis kebutuhan
dana Provinsi Papua yang dihitung berdasarkan besarnya tingkat elastisitas
kebutuhan dana, menganalisis Pendapatan Asli Daerah, menganalisis dana
perimbangan. Dengan demikian Provinsi Papua dapat mengetahui kondisi
keuangan daerah dengan berlakunya otonomi ihusus ( UU No. 21 /2001 ).

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka dibuatlah penelitian tentang
“Analisis Keuangan Daerah Provinsi Papua Dengan Berlakunya Otonomi

Khusus (GU No. 21/2091)”".

1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang dapat
dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kejelasan besarnya tingkat elastisitas kebutuhan dana bagi
Provinsi Papua, sehingga dapat di analisis kebutuhan dana Provinsi Papua
dengan berlakunya otonomi khusus.

2. Perlu adanya kejelasan pendapatan asli daerah Provinsi Papua yang

digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dana Provinsi, sehingga dapat
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diketabui kondisi keuangan daerah Provinsi .Pdpua, dengan berlakunva
otonomi khusus.

Perlu- adanya kejelasan besarnya dana perimbgngan dengan diterapkannva
UU No 21/20C1 bagi Provinsi Papua, yang digunakan untuk pembiayaan
penyelenggaraan otonomi Khusus. Dalam rangka pelaksanaan otonomi
khusus, Provinsi Papua sudah menerima dana tersebut, tetapi besarnya dana
tersebut masih kurang jelas, -dan masih terjadi kesimpang' sturan yang
menimbulkan suatu pertanyaan "cukupkah dana tersebut untuk membiavai

enyelengegaraan otonomi khusus 7"
peny 2424

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Menganalisis keuangan daerah Provinsi Papua dengan ber{akuny.r.a Otonomi
Khusus (UU No. 21/2001), yaitu dengan :

1. Menganalisis tingkat elastisitas kebutuhan dana Provinsi Papua.

2. Menganalisis pendapatan asli daerah Provinsi Papua.

3. Menganalisis dana.perimbangan Provinsi Papua dengan diterapkannya

UU No. 21/2001.




1.4

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adaleh :

1.

Manfaat Praktis. Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai masukan
vang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah tingkat I Provinsi
Papua dalam rangka penyusunan APBD dalam  menuju
penyclenggaraan otonomi khusus.

Manfaat Akademis. Hasil penelitian ini berguna untuk menguji kembali
antara teori dan praktek, dari teori Hughes tentang Economic
Rationalist Argumert bahwa Geverment is Still too Large and too

Dominant.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Grants dan bentuk-bentuk bahan fiskal antar pemerintah lainnya pada
dasarnya merupakan bantuan (gifts) atau subsidi dari satu aras (/evel) pemerintah
ke aras pemerintah lainnya. Biasanya penerima gramfs adalah pemerintah pada
aras yang lebih rendah (Hyman, 1996:592). Grants sebagaimana dimaksud oleh
Hyman biasanya disebut Intergovernmental Transfers (IT). Menurut‘ Shah
(1994:24), Intergovernmental Transfers (IT) merupakan sumber peneﬁmaan
utama di sebagian besar negara sedang berkembang. Transfer pemerintah pusat
membiayai 85% pengeluaran daerah di Afrika Selatan. Indonesia, 72% dan 85%
pengeluaran Provinsi dan kabupaten dibiayai dengan IT tersebut dan di daerah-
daerah miskin di Mexico mencapai 67%-95%. Lebih lanjut Shah (1994:24-46)
menguraikan tentang perspektif teoritis tentang IT yang disarikan dalam uraian
berikut.

Untuk kepentingan analisis ekonomi, IT dibagi dalam dua kategori, yaitu
Nonmatching Transfers (NMT) dan Selective Matching Transfers (SMT). NMT
dapat berbentuk selective (conditional) atau general (unconditional). Selective
Nonmatching Transfers menawarkan sejumlah dana bantuan dengan tujuan
khusus, sehingga jenis trensfer ini sangat sesuai untuk aktivitas subsidi dengan
prioritas tinggi oleh pemerintah pusat, tetapi dengan prioritas rendah di tingkaat
pemerintah daaerah. Pengaruhnya bagi anggaran peemerintah daerah ditunjukkan

dalam gambar berikut (Shah, 1994:25).
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Barang publik lainnya {§)

A C

O E B D

Jasa publik vang dibantu (§)

Gambar 2.1. Conditicnal Nonmatching Grant

Gambar 2.1. diatas menunjﬁkkan Bahwa sebelum adanya grants garis
anggaran pemerintah daerah adalgh AB. Seteléh pemez;intah daerah mendapat
grants ge;.ris anggaran pemerintah daerah berubah menjadi ACD. Pergeseran dan
AB ke ACD adalah sebesar grants yang _diterima pemerintah daerah dari
pemerintah puséit. Seperti terlihat pada gambar tersebut, jenis gramfs ini
(conditional nonmatching granf), Karena tujuannya telah ditentukan pemerintah
pusat, maka alokasi anggaran pemerintah daerah untuk barang publik yang lain
tidak mengalami perubahan.'Per'ubahan hanya terjadi pada alokasi anggaran paada
jasa publik yang dibantu.

Bila Nommatching grant tevsebut bersifat unconditional, maka tidak
terdapat pembatasan dalam penggunaannya. Dalam kasus ini, pengarunya
terhadap garis anggaran pemerintah daerah tampak dalam gambar berikut ini :

(Shah, 1994 : 25}

n e i o o
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Barang publik lainnya (§)

C |

Jasa publik yang dibantu (S)

Gambar 2.2. Unconditional Nonmatching Grant

Gambar 2.2 tersebut menunjukkan bahwa dengan jeni§ grant ini
(unconditional), garis anggaran peinerintah daerah bergeser ke kanan dari Ab ke
CD. Pergeseran ini menunjukkan bahwa dengan kebebasan yang relatif besar,
pemerintah dacarha dapat memanfaatkan grant ini dengan berbagai cara untuk
memenuhi kebutuhan Jokalnya. Hal ini terlihat dari alokasi anggarn untuk jasa
publik yang dibantu dan barang publik lainnya yang meningkat. Hal semacam ini
tidak terdapat pada conditional nonmatching grant. Karena itu pemerintah daerah
pada umumnya ebih suka memilih jenis bantuan ini karena memberikan
kelenturan maksimum untuk mencapai tujuan daerah.

Pada umumnya terdapat enam alasan mengapa grant atau IT
(Intergovermental Transfer) diperlukan, yaitu : fiscal imbalance, redistribution

role of the public sector, preservation of internal common market,
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interjurisdictional spillovers, differential net fiscal benefits across states dan

stabilization objectives.

Penjelasan dari keenam alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1.

o]

Fiskal imbalunce, terjadi karena fiscal gap dimana pendapaatan daerah tidak
mencukupi pengeluaran pada berbagaj tingkat. Kesenjangan ini kemudian
menciptakan ketidakseimbangan struktural yang menyebabkan penurunan
pendapatan daerah. Masalah ini dapat diatasi dengan menggabungkan
beberapa jenis pajak melalui kebijakan desentralisasi pajak dan dapat juga
diatasi dengan unconditionalgrant atau revenue sharing;

Redistribution role of the public sector, beberapa jenis jasa publik diserahkan
peiaksanaannya ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk aiasan
efisiensi dan kepentingan redistribusi, misalnya untuk asuransi sosial,
pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mencapai standar pelayanan
sebagaimana ditentukan pemerintah pusat, selective nonmatching grant dari
pemerintah pusat biasanya digunakan oleh pemerintah &aacrah dalam raangka
memenuhi stanrad pelayanan yang ditentukan pemerintah pusat.

Preservation of internal common market; upaya untuk mempertahankan
standar pelayanan minimum untuk jasa publik dapat mendorong mobilitas
tenaga kerja, infrastruktur kapital, faktor produksi dan barang jadi. Standar
pelayanan minimum untuk jaasa publik dapt dipertahankan melalui
conditional nonmatching grant atau conditional close-ended matching
programs. Dalam kaitan ini conditional nonmatching grant lebih disukai

karena lebih memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur sesuai
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dengan kebutuhan merf:ka akan standar minimum, sementara itu pemerintah
pusat hanya melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa aapa yang
dilakukan pemerintah daerah ses;uai dengan standar.

. Lnterjurisdicti;mal spillover, berkaitaan dengan manfaat dari sarana publik yag
disediakan suatu dacrah tetapi dinikmati juga oleh penduduk dari daerah lain
;t_anpa kontribusi biaya. IT berupa open-ended conditional maiching grants
yang memodifikasi harga relatif adalah jenis transfer yang paling tepat untuk
mengatasi spillover tersebut.

. Differential net fiscal benefits across states; manfaat fiskal neto berbeda dari
satu daerah dengan daerah lainnya, karena ada daerah tertentu kaya
sumberdaya alam sehingga mampu memperluas basis penerimazenya;
beberapa daerah memiliki pendapatan yang relaatif tinggi sehingga mampu
mendorong peningkataan pemerintah daerah; beberﬁpa daerah diwarisi déngan
kondisi yang sulit sehingga membutuhkan biaya tinggi, skala ekonomi relatif
kecil dan keterbatasan lahan. Kondisi semacam ini mendorong migrasi tenaga
kerja dan modal ke daerah yang mempunyai manfaat fiskal neto positif.
Perbedaan manfaat fiskal neto antar daerah dapaat diatasi melalui Fiscal
Equalization Grants. Bentuk ideal dari transfer aadalah pemerintah pusat
memberi hibah penyetaraan positif dan negatif untuk setiap daerah sehingga
net transfers sama dengan nol.

. Stabilization objectives, IT dapat digunakan untuk membantu mencapai

stabilisasi ekonomi. Grants dapat ditingkatkan manakala ekonomi mengalami
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penurunan da.n.dikurangi manakala ekonomi mulai bangkit. Dalam hal ini
bartuan modal adalal instrumen yang paling tepat digunakan.

Keenam alasan pokok tersebut. menegaskan ulang tentang peranan
pemerintah pusat untuk menciptakan atau mengeliminir ketidakmerataan yaﬁg
terjadi seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Di Indonesia, sebagaimana
diatur daalam UU No. 25 Tahun 1599 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, IT diatur melalui pemberian dana perimbangan
"dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana perimbangan yang dimaksud
meliputi sumber pembiayaan yang berasal dari PBB, Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan, Penerimaaan dari Sumberdaya Alam serta Dana Alokast
Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan
antar daerah atau pemerataan denbgan memperbatikan pctensi daerah, luas
daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat,
sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang
dapat diperkecil. Dana Perimbangan untuk setiap daerah ditentukan oleh besarnya
bobot daerah. Pemberian bobot suatu daersh dilakukan berdasarkan kombinasi
dari sejumlah variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis
dan potensi ekonomi. Untuk menjamin agar pemberian bobot dapat
mencerminkan kondisi riil daerah dalam kaitannya dengan upaya menciptakan
pemerataan antra daerah, maka proses pemberian bobot tersebut harus transparan,

sederhana, akomodatif terhadap perubahan, memiliki kemampuan prediksi yang

ey e e - g [ g e s e
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baik, menggambarkan kenyataan daerah secara obyektif dan mencerminkan aspek

pemerataan.

2.1.1. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut Tjahya Supriatna (1993) adalah :
"kemampuan pemerintzh daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai seumber
keuangan sesuai dengan kewenangannya".

Pelaksanaan otonomi khusus yang ditetapkan dalam UU No. 21/2001
dengan titik berat pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan daerah
Provinsi berfungsi sebagai selain desentralisasi juga dekonsentrasi dan asas
perbantuan. Sejalan dengan kebijakan dibidang otomoni daerah ini, maka secara .
bertahap berbagai urusan akan diserahkan kepada daerah kabupaten dan daersh
kota maﬁpun desentralisasi di Provinsi. Dengan demikian beban tugas, tanggung
jawab dan tantangan pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota maupun
desentralisasi di Provinsi akan semakin berat.

Untuk mengantisipasi meningkatnya tugas-tugas di daerah tersebut maka
pendapatan daerah harus terus ditingkatkan guna membiayai pelaksanaan urusan
yang telah diserahkan kepada daerah baik melalui mobilitas dana masyarakat
untuk investasi yang semakin meningkat maupun melalui APBN dan APBD
Provinsi.

Berkenaan dengan itu pemerintah pusat telah memberi peluang kepada

pemerintah daerah untuk. menggali sumber-sumber pendapatan yan,;_'r cukup




16

potensial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping

pemerintah juga dapat memperolch pinjaman.

JF Due ( 1968:65) mengemukakan bahwa tujuan kebijaksanaan -fiskal
daerah, ‘yang merupakan penjabaran kebiiaksanaan keuangan daerah adalah:

1. Untuk menjamin lajo pertumbuhan depat sesuai dengan potensinya. Ini berarti
dengan kebijaksanaan itu akan diusahakan seoptimal mungkin agar potensi
ekonomi yang ada di daerah tersebut dapat direalisir.

2. Untuk mengusahakan terbukanya kesempatan kerja.

Untuk mengusahakan agar harga berada dalam tingkat wajar dan selalu dalam

(8

keadaan yang stabil, sehingga memungkinkan peningkatan pertumbuhan

ekonomi.

Anggaran daerah merupakan realisasi kebijakan fiskal, dan i termasuk
bagian dari kebijaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan,
sehingga kebijaksanaan penganggaran daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

Pendapatan daerah diusabakan selalu meningkat sedangkan pengeluaran
daerah dilalukan seefisien mungkin. Fungsi anggaran harus dapat membiayai
pembangunan disamping dapat membiayai kebutuhan rutin. Melalui anggaran
daerah dapat dilakukan supervisi dengan ketat dan pengendalian terhadap
penggunaan dana, sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan
dengan baik.

Dalam upaya.- mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah,

pemerintah mengalok:sikan sejumlah dana berupa bantuan kepada daerah
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terulama untuk daerah yang berpendapatan rendah dan kurang potensinya,
sehingga kesenjangan antar daerah ‘dapat dikurangi. Pembangunan daerah
diarahkan untuk mengembangkan dana menyerasikan laju pertumbuhan antar

daerah, antar kota dan antar desa.

2.1.2. Sumber-Sumber Keuangén Daerah

Dana yang digunakan untuk pembangunan daerah berasal dari Pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan swadaya masyarakat. Berdasarkan undang-undang
nomor 25 tahun 1999 pada bagian II disebutkan bahwa sumber pendapatan
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

2.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah pada prinsipnya merupakan pendapatan atauy -

penerimaan yang bersumber dari potensi derah itu sendiri, dalam raﬁgké
penyelenggaraan otonomi secara nyata dan bertanggung jawab bcrdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 25/1994 pasal 4
disebutkan bahwa pendapatan asli daerah berasal dari : |

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah
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3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
yang dipisahkan

4. Lain-lain penerimaan yang sah

Pendapatan asli daerah pada dasarnya adalah kumpulan dari semua sumber
peneﬁﬁam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan
oleh daerah berdasarkan pada keteniuan yang termaktub pada undang-undang
perimbangan keuangan. Itu berarti, kbmponen PAD baru dapat direalisir kalau
telah ditetapkan peraturan daerah untuk pemungutannya dan telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang, menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan

tidak boieh berlaku surut.

2.1.2.2 Pajak daerah

Menurut Soemitro (1990) Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang berhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan -
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Mendasari pengertian tersebut, maka sifat-sifat pajak daerah adalah
1. Pengalihan kakayaan dari unsur swasta kepada pemerintah daerah untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah.

2. Pajak daerah dipungut berdasarkan pada peraturan daerah serta peraturan

pelaksanaannya.
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3. Dalam pembayaran pajak daerah dapat dipaksakan dan tanpa adanya Kontra

prestasi dari pemerintah daerah secara langsung yang dapat diturjuk.

2.1.2.3 Retribusi Daerah
Menurut Scemitro (1990 : 36) " Retribusi adalah pembayaran kepada
negara yang dilakukan oleh mereka ‘yang menggunakan jasa-jasa Negara."
Berdésarkan pcngertiaﬁ'-tersebut maka sifat retribusi adalah :
1. Adanya pengalihan kekayaan dari pihak swasta kepihak pemerintah daerah .
2. Secara ekonomis dapat dipaksakan dan dari hak-hak tertentu digunakan untuk
tujuan tertentu, walaupun dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari
pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
memenuhi permintaan masyarakat.
3. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan daerah serta peraturan pelaksanaan

lainya.

2.1.2.4 Hasil Perusahaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10} Undang-undang Nomor 25 tahun 1999
ditetapkan bahwa : "Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-
undang yang mengatur tentang perusahaan daerah adalah undang-undang nomor 5
tahun 1962 tentang perusahaan daerah, dimana dinyatakan bahwa : “perusahaan
daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undangyang
modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,

kecuali jika ditentukan lain deéngan atau berdasarkan undang-undang.”




Dari uraian tersebui, pengertian perusahaan daerah mengandung makna
bahwa perusahaan daerah dari segi modal pembentukannya, dapat dikuasat
seluruhnya oleh pemerintah daerah, dapat juga berupa joint venture atau
kerjasama dengan pihak lain. Perusahaan dasrah diselenggarakan dengan
menggunakan prinsip atau azas ekonomi perusahaan dalam rangka memproduksi
barang dan jasa gupna memenuhi masyarakat. Hasil perusahaan daerah merupakan
pendapatan dearah yang diperoleh dari bagian keuntungan/iaba bersih perusahaan

daerah, maka sifat operasionalnya adalah untuk menambah penghasilan daerah;

untuk memberikan jasa dan atau untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum,

dan untuk menunjang perekonomian daerah.

2.1.2.5 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang szh disatu pihak lebih mengareh pada
public service dan bersifat penyeluruh- yaitu tidak mengambil keuntungan
melainkan hanya sekedar menutupi resiko biaya administrasi yang dikeluafkan,
sedangkan dilain pihak adalah untuk menghimpun dana sebagai salah satu sember
pendapatan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Menurut M. Ichsan dan Ratih nur Pratiwi (1984), yang termasuk
pendapatan lain-lain adalah:”hasil-hasil insidentil dari penjualan barang-barang
dan jasa, pendapatan transfer yang lain dari pungutan misainya ganti rugi dan

sebagainya”

R L TRy e
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Sedangkan berdasarkan UU No. 25/1999 dinyatakan bahwa pendapatan

lain-lain dapat diartikan sebagai pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis
pajak daerah, retribusi daerah atéupun hasil perusahaan daerah, disamping itu
penadapatan lain-lain ini bersifat tidak tetap.

Hai-hal yang menyangkut usaha daerah yang syah antara lain:

a. Usaha daerah (bukan perusahaan daerah) yang dapat dilakukan oleh aparat

pemerintah daerah (Dinas daerah) yang dapat dipergunakan oleh masyarakat

dengan suatu ganti rugi seperti bibit ternak, bibit tanaman, buah-buahan dan
lain-lain.
b. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan yang harus disetorkan pada kas

daerah dan diatur dengan peraturan daerah.

2.1.3. Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No. 25/1999 pada dasarnya pembentukan daerah adalah
c.lalam rangka pembantu penyélenggaraan pemerintah pusat, terutama dalam
penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program
pembangunan. Pemerintah daerah dipandang sebagai mitra oleh pemerintah pusat
dalam penyelenggaraan berbagai tugas pelayanan kepada masyarakat.

Keuangan negara dan keuangan daerah dapat berhubungan dengan erat,
saling' melengkapi dan saling mendukung dalam menciptakan kesejahteraan
masyarakat yang lebih merata melalui tahap-tahap pembangunan yang telah
ditetapkan.Pemerintah pusat dalam memberikan bantuan keuangan kepada

pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berbagai pertimbangan.
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Pertimbangan tersebut berpijak pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun1999, yang menyatakan bahwa
supaya daerah dapat mengater rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya;
maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Artinya
dana yang diberikan berupa 5antuan keuangan oleh bemerintah dimaksudkan agar
memperiancar pelaksanaan pémbangunan daerah karena besarmya tugas
pemerintah daerah dibandingkan dengan kemampuannya untuk memperoleh
pendapanya sendiri. Jadi maksud dan tujuan alokasi dana perimbangan adalah:

1. Memenuhi kebutuhan dana dana atau keseluruhan biaya pelayanan masyarakat
atau program pembangunan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah
daerah manun secara nasional penting.

2. Mendorong perkembangan ekonomi regional agar dapat memberikan
sumbangan kepada perkembangan ekonomi nasional serta mengurangi
terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah yang satu dengan daerah yang
lain. |

Berpijak pada pasal 6 undang-undang Nomeor 25 tahun 1999, maka dana
perimbangan terdiri dari 3 (tiga) jenis komponen dana yang merupakan sumber
pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dimana alokasonya tidak dapat dipisahkan
satu vang lainya; mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut
saling mengisi dan melengkapi yaitu:

a. Bagian pemerintah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan (BPHTB) dan pemerimaan dari

sumber daya alam.
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b. Dana alokasi umum

¢. Dana alokasi khusus

2.1.3.1. Bagian Daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan sumber daya
alam |
a. Bagian daerah dari penerimmaan PBB.

Sesuai dengan karakteristik penerimaan pajak pusat di Indonesia yang
kewajiban perp.ajakannya paling mudah diidentifikasikan dengan lokasi geografis
tertentu dari suatu daerah adalah Pajak Bumi daﬁ Bangunan, karena obyek PBB
melekat pada suatu lokasi/daerah secara menetap. Tidak dapat berpindaﬁ atau
dipindabkan.

Berdasarkan UU No. 25/1999 dan UU No. 21/2001 maka pembagian
penerimaan PBB diatur dengan presentase sebagai berikut :
a. 10 % merupakan pembagian pemerintali pusat, dan akan dibagikan kepada
seluruh kabupaten /kota.
b. 90 % merupakan Hak Daerah, dengan perincian sebagai berikut:
1. 9% merupakan biaya pemungutan. B
2. 16,2 % merupakan bagian daerah Provinsi.

3. 64,8 % merupakan bagian daerah Kabupaten/kota.
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b. Bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB.
Berdasarkan pada undang-undang Nomor 21/2001 pembagian hasil
penerimaan BPHTB diatur sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat = 20%
b. Pemeriniah Daerah = 80% dengan perincian sebagai berikut:
1. Pemerintah Provinsi = 16% dari hasil pungutan.
2. Pemerintah Kab/kota = 64% dari hasil penerimaan.
¢. Penerimaan dari sumber daya alam
Penerimaan negara dari sumber daya alam yang diterimakan kedaerah
Provinsi, dan daerah kabupaten dan daerab kota adalah dari sektor pertambangan
(umum dan migas), sektor‘ perikanan dan sektor kehutanan.
1) Sektor Kehutanan
Pembagian hasil penerimaan BTH/PSDH dan IHPH adalah :
a. Bagian Pusat sebesar 20 %
b. Bagian Daerah sebesar 80% dengan perincian sebagai berikut:
1. Provinsi sebesar 16 %
2. Kabupaten/kota sebasar 64%.
2) Sektor Pertambangan

Pola pembagian penerimaan hasil pertambangan diatur sebagai berikut:
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UU No. 25 Tahun 1999

Tabel 2.1
Pola pembagian hasil penerimaan hasil pertambangan
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N Jeri . . x Kah/Kota
o enis penerimaan Pusat Daerah Prop % Penghasil Lain dlm Kat
prop yis.
1 Pertambangan Umum :
1. Landrent 20 30 16 64 64 10 Bagian
2. Royalli 20 80 16 64 32 32 daerah
2 |Pertambangan Migas : setelah
1, Minyak Bumi 85 15 3 12 6 6 dikurangi
2. Gas Alam 70 30 6 24 12 12 komponen
pajak

Sumber : Undang-undang No. 25 Tahun 1999

3) Sektor Perikanan

Pola pembagian hasil penerimaan dari sektor perikanan adalah:

a) Bagian pemerintah pusat sebesar 20% .

b) Bagian daerah sebesar 80% yang dibagikan secara merata kepada seluruh

kabupaten/kota.

2.1.3.2. _Dana alokasi umum

Menurut UU No. 25/1999 dana alokasi umum (general gramt/block

grant/uncihditional granf) yaitu bantuan yang diberikan kepada pemerintah

daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat tertentu, dalam arti daerah

dapat menggunakan atau mengalokasikan kepada penggunaaan yang dikehendaki

oleh daerah. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari

penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Dana alokasi umum untuk daerah Provinsi dan untuk

daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi

umum,

- (RuSTAK-URuP
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72.1.3.3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (specific grant/ conditional grant) yaitu bantuan yang
diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa
public yang sudah ditentukan oleh pemerintah puasat. Tetapi sebenarnya secara
teori, bantuan/subsidi didalam bentuk block grant lebih memberikan keieluasaan
pada daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prioritaé daerah, sedangakan
bantuan dalam bentuk specific grant merupakan bentuk bantuan khusus yang
diikuti dengan ketentuan dan kontrol yang ketat dari pemerintah pusat. Dana
alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah, untuk membiayai
kebutuhan khusus, dengan memperhatiakn tersedianya dana dalam APBN.
Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yéng tidek dapat diperkirakan dengan
menggunakan dana alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan
komitmen atau prioritas nasional.

Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum adalah kebutuban
yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya
kebutuhan di kawasan tranmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana
baru, pembangunanljaian dikawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran
drainase primer, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional
termasuk antara lain seperti proyek yang dibiayai donatur dan proyek—proyek

kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia didaerah.
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2.1.3.4. Pinjaman Daerah

Sumber Pinjaman menurut UU No. 25/1999:

a. Dalam negeri yaitu dari pemerintah pusat, Lembaga Komersial dan
masyai'akat melalui obligasi.

b. Luar negeri yaitu melalui pemerintah pusat dimana pemerintah pusat akan
melakukan evaluasi dari. berbagai aspek mengenai dapat tidaknya pinjaman
tersebut diproses lebih lanjut.

Penggunaan :

a. Pinjaman jangka panjang adalah untuk membiayai pembangunan prasarana
yang merupakan aset daerah, yang dapat menghasilkan penerimaan untuk
pembayaran pinjaman yang bcrsangkﬁtan, seria memberikan manfaat bagi
pelayanaan umum.

b. Pinjaman jangka pendek hanya dapat dilakukan dalam fangka pengelolaan
Kas Daerah.

Pinjaman daerah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPRD: dan

pembayaran pinjaman merupakan salah satu prioritas APBD.

2.1.3.5. Lain-lain penerimaan yang sah.
Berdasarkan UU No. 25/1999 lain-lain penerimaan yang sah bagi daerah

seperti dana hibah dan atau dana darurat.

2.1.3.6. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Menurut Machfud  Sidik (1999) Hubungan keuangan negara antar

pemerintahan disuatu negara mengandung arti adanya alokasi dana antar berbagai
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tingkatan pemerintahan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan pada

bermacam-macam tingkatan tersebut Dengan demikian hubungan keuangan antar

pemerintah baru muncul apabila wilayah negara sangat luas, sehingga untuk

efisiensinya harus dibagi éntar tingkatan pemefintah.

Di Indonesia ada pé:merintah rpusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari
daerah Provinsi, daerah kabupaten/kota, karena secara umum: dikatakan bahwa
sebaiknya fungsi pemerintah itu dilaksanakan oleh berbagai tingkat pemerintahan.
Suatu sentralisasi pémerintahan dapat dipusatkan pada satu ﬁngkat pemerintahan
yaitu pemerintah pusat dan ini akan memadai kalau diterapkan di negara yang
wilayahnya kecil seperti Singapura, tetapi kalau negara yang wilayahnya luas
maka desentralisai diperlukan.

Dilihat dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa hubungan keuangan

eliputi sumber-sumber pembelanjaannya, bagaimana cara mendapatkannya dan
bagaimana penggunaan. dana_tersebut. Dan sangat diperhatikan adalah cara
penetapan dan pola pembagian dana untuk berbagai pemerintahan baik dipusat
maupun didaerah yang meliputi penetapan pola dan sistem subsidi-serta penetapan
paj ak-pajak dengan sistem bagi hasil antar tingkatan pemerintahan disuatu negara.

Pada hakekatnya hubungan yang erat antar aktivitas i)emcrintahan dengan
sumber pembiayaan mcmﬁerikén indikasi bahwa pengaturan hubungan pusat dan
daerah tidak terlepas dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Dengan pembagian tugas tersebut, maka dituntut adanya suatu
sistem keuangan yang dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan

pembangunan daerah.




29

Hubungan ini perfu diwujudkan, karena kenyataan menunjukkan bahwa
selama ini dan sampai saat ini, pemerintah daerah hanya mefupal_can kepanjangan
tangan dari pemerintah pusat, tanpa memiliki otoritas untuk menentukan
kebijakan, padahal pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui permasalahan di
daerahnya sendiri. Hubungan yang dimaksud adalaﬁ bagaimana mewujudkan
sistem perimbangan keuangan antara pﬁsat dan daerah yang adil., proporsional,

rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti.

2.1.3.7. Otoromi Khusus
Sebagai konsekwensi dari bentuk negara kesatuan, maka kebijakan atau
prinsip dasar pemberian kepala daerah dan prinsip dasar pembagian wilayah
ditetapkan dalam fasal 18 undang-undang dasar 1945 beserta penjelasanya.
Secara Umum Tjenreng (1994:17) mengemukakan bahwa esensi dari
prinsip-prinsip dasar yangdigariskan dalam fasal tersebut adalah :
a. Bahwa wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas bagian besar dan
kecil, dimana daerah yang pélfng besar aadalah daerah Provinsi.
b. Bahwa daerah-daerah itu dapat bersifat otonom dan administratif atau otonom
penuh.
c. Didaerah-daerah yang bersifat otonom diadakan Badan Perwakilan Rakyat.
d. Bentuk susunan pemerintahan daerah (besar dan kecila) baik yang bersifat
otonom maupun yang bersifat administratif, kesemuanya diatur dalam suatu
perumusan yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dengan memandang dan

mengingat dalam permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Hal ini
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yang juga harus diingat adalah hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat
istimewa.

Prinsip dasar dalam pembagian wilayah tersebut, telah dijabartkan dalam
undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang secara tegas hendak mcxlwujudkan jenis
dan susunan pemerintahn disamﬁing pemerintah pusat, yaitu pemerintah daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemeﬁntahan Desa/ Kelurahan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, maka ditegaskan bahwa dalam rangka
melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar diseluruh pelosok negara
dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa maka hubungém yang

serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara

kesatuan, diarahkan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan

bertanggung jawab- yang dapat menjamin perkembangan dan -pemabangunan
daerah dar dilaksanakan bersama -sama dengan azas dekonsentrasi.’

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999, pengeriian asas
desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas pembantuan dikemukakan denga-n
jelas, sehingga kesimpangsiuran pengertian dapat dihindari. Ketiga rumusan
pengertian tersebut termuat dalam fasal 1 huruf (e) (f) dan (g) yang diungkapkan
sebagai berikut ; |
a) Desentralisasi adalah proses pembentukan daerah otonom dan atau

penyerahan wewenang dari pemerintahan dibidang tertentu oleh pefnerintah

kepala daerah otonom.
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b) Dekonsentrasi adalah proses pembentukan daerah administrasi dan atau

pelimpahan wewenang dari pemerintah kepala Gubernur sebagai wakil
pemerintah dan atau perangkat pusat didaerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepala daerah otonom

untuk melaksanakan tugas terteniu disertai pembiayaan dengan kewajiban

melaporkan pelaksanaanya dan mempertanggungjawabkannya kepada

pemerintah.

Jadi dengan mengacu UU No.22/1999 dan UU No.21/2001 kebijakan otonomi

Yhusus harus dicerminkan beberapa hal sebagai berikut:
P g

1.

penyelenggaraan otonomi didasarkan keleluasaan dalam mengambil
keputusan dalam batas-batas kewenangan menurut prakarsa dan aspirasi
inasyarakat.

Penyelenggaraan otonomi harus dapat menumbuhkan kreatifitas dan oto-
aktivitas masyarakat, meningkatkan psmberdayaan masyarakat dan
mengembangkan demokrasi. |

Kebijakan nasional strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah,
sedangkan pelaksanaanya dapat dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat melalui azas dekonsentasi.

Berikut ini adalah uraian UU No.21/2001 tentang otonomi khusus BAB IV pasal

33 sampai pasal 37 tentang keuangan.

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi, DPRD, dan MPR dibiayai atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara




) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Provinsi Papua dibiayai atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 34
(1) Sumber — sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meiiputi:
a. pendapatan asii Provinsi, Kabdpaten/Kota;
1. dana perimbaqgan;
2. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus;

3. pinjaman Daerah; dan

4. lain — lain penerimaan yang sah
(2) Sumber pendapatan asli Provinsi Papua, Kabupaten /Kota, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
¢. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah

lainnya yang dipisahkan; dan

d. lain — lain pendapatan Daerah yang sah.
(3) Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka
, | Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut:
a. Bagi hasil pajak:
(1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembulan puluh persen);
(2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebesar 80%

(delapan puluh persen); dan
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(3)  Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen)

b. Bagi hasil sumber daya alam:

(1) Kehutanan ssbesar 80% (delapan puluh persen);

(2) Perikarian sebesar 80% (delapan puluh persen);

(3) Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);

4) _P-ertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujub puluh perseny; dan
(5) Pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen)

c. Dana Alokasi Umuin yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang
—undangan;

d. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang — undangan dengan memberikan pricritas kepada Provinsi
Papua;

e. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang
besarnya setara dengan 2% (dua persen) daro plafon Dana Alokasi
Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan
dan kesehatan ; dan

f. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang
besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan
Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk
pembiayaan pembangunan infrastruktur,

4 Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) berlaku selama 25 (dua puluh [ima)

tahun.
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Mulai tahun ke-26 (dua puluh ena_{n), penerimaan dalam rangka Otonomi
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% (lima puluh
bersen) untuk pertambangan minvak Bumi dan sebesar 50% (lima puluh
persen) untuk pertambangén gas alam;

Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ berlaku selama 26 (dua puluh) tahun.

Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b angka 4) dan angka 5), dan huruf e antara Provinsi Papua,
Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan

Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah — daerah yang

tertinggal.

Pasal 35

(1) Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah
memberitahukannya kepada Pemerintah.

(2) Provinsi Papua dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam neéeri
dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.

{3) Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Prbvinsi Papua harus mendapat
persetujuan DPRP.

(4) Pinjaman dari sumber luar negeri untuk Provinsi Papua harus mendapat

pertimbanganr dan persetujuan DPRP dan Pemerintah dengan berpedoman

pada peraturan perundang — undangan.
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(5) Total komulatif pinjaman yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
besarnya tidak melebihi persentase tertentu dari jumlah penetimaén
Anggaraﬁ Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan
perundang —undangan. |

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ini diatur dengan Perdasi.

Pasal 36

(1) Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi
Papua ditetapkan dengan Perdasi.

(2) Sekurang —kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dialokasikan
untuk biaya pendidikan, dan sekurang —kurang‘nya 15% (lima belas persen)
untuk kesehatan dan perbaikan gizi.
(3) Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan

pengawasannya diatur dengan Perdasi.

Pasal 37
Data dan Informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan
pajak yang berasal dari Provinsi Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi

I
dan DPRP setiap tahun anggaran
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2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan rujukan penelitian ini, hasil penelitian kiranya relevan
untuk dikemukakan. Ikhtisar dari hasil penelitian ini akan diuraikan pada bagian
berikut ini. |

Imai (1992 : 430-449) mengkaji relasi antara keuangan pemerintah pusat
dan pemerintah lokal di Argentina, dengan pertama-tama memberi penjelasan
singkat mengenai sistem administrasi perpajakan di Argentina, kemudian menguji
sistem fiskal yang terfokus pada komposisi pengeluaran, penerimaan dan defisit
pemerintah pusat dan lokal. Selanjutnya dianalisis sistem transfer penerimaan
yang mengalihkan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal berdasarkan
Undang-Undang Pembagian Pendapatan Tahun 1987 (Revenue Sharing Law of
1987) yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Pembagian
Pendapatan Tahun 1988 dan 1989.

ﬁerdasarkan tujuén penelitié,n tersebut, tampak bahwa obyek penelitian ini
relatif luas. Tekanannya pada bagdimana mengatasi defisit pemerintah pusat.
Penekanan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Argentina, peranan
pemerintah pusat dibidang keuangan sangatlah besar. Dengan menggunakan pola
defisit anggaran, pemerintah pusat berupaya melakukan kontrol terhadap
pemerintah lckal melalni pemberian subsidi dan bantuan. Selama lebih kurang 20
tahun pola ini diterapkan, ternyata telah menjebak perekonomian Argentina pada
masalah hutang luar negeri yang sangat besar dan akibat lain dari pola defisit

anggaran tersebut telah mengakibatkan pemburukan pelayanan publik.
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Dengan latar belak;mg semacam Ini, timbul pemikiran untuk melakukan
decentralization of public finance melalui reforming the system for transfer
revenues fron the ceniral government fo the local governement. Hasilnya berupa
diberlakukannya UU Pembagian Pendapatan Tahun 1987 yang kemudian
diperbaharui pada Tahun 1988 dan 1989. Sebelum tahun 1987, sistem transfer
pendapatan dari pemerintah pusat da.n-pemerintah lokal sangat tidak terorganisasi
dan tidak jelas. Dengan diberlakukannya UU Pembagian Pendapatan Tahun 1987
yang kemudian diperbaharui pada tahun 1988 dan 1989, tampak perubahan yang
cukup signifikan.

Dengan membagi 22 Provinsi di Argentina ke dalam tiga -klasiﬁkasi
(advanced, low density and intermediate), kemudian dihitung seberapa besar
dampaknya terhadap renevue sharing paada masing-masing Provinsi menurut
klasiﬁkasinjra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan UU Pembagian
pendapatan yang baru (1987,1988 dan 1989), Provinsi yang masuk klasifikasi low
density menunjukkan peningkatan revenue sharing sebesar 1,69; kelompok
internediate sebesar 1,25 dan kelompok advanced sebesar 0,76. Dengan kenalkan
revenue sharing yang lebih menguntungkan Provinsi-Provinsi pada kelompok low
debsity dan intermediate tersebut telah berdampak pada meningkatnya
penerimaan pemerintahan lokal dan dengan demikian discretéonary grants yang
digunakan pemerintah pusat melalui pola defisit anggaran untuk pemerintah lokal
dapat berkurang secara signifikan. Ditarik kesimpulan umum bahwa pada kasus
Argentina, decentralization public finance melalui perubahan sistem transfer

penerimaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal telah berperan dalam

e
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memperkuat posiéi keuangan pemerintah lokal dan mengurangi deﬁéit anggaran
pemerintah pusat secara beraiti. Di Indonesia, dengan diberlakukannya UU No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, pada dasarnya dapat dipandang juga sebagai suatu bentuk reformasi
sistem transfer pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal Jika di
Argentina, reformasi sistem transfer tersebut berhasil memperkuat posisi
keuangan pemerintah lokal, maka sampai seberapa jauh hal ini terjadi juga di

Indonesia?

Untuk kasus Indonesia, paling tidak terdapat beberapa kajian yang ™~

memfokuskan pada masalah transfer pendapatan pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Dua penelitian yang dimaksud dilaksanakan oieh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Ekonomi-Fakultas Ekonomi UGM (PPPE-FE-UGM) (1995) dan
CIDES — Jakaria {1998).

CIDES (1598) mengajukanA konsep ﬁerimbangan keuangan pusat dan
daerah dalam kerangka NKRI, yang antara lain mengkaji tentang model dan
formula pemberian block grant bagi daerah. Dalam kajiannya, Tim CIDES
mengusulkan bahwa pemberian bantuan (Grant) perla menggunakan enam
variabel ini yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah Provinsi, sumber daya alam,
ratio pendapatan dan pengeluaran daerah (PAD/APBD), dan proporsi tingkat
kemiskinan dan proporsi yang dibagi merata.

Penelitian PPPE-FE-UGM (1995:1-74), antara lain mengkaji mekanisme

alokasi dana pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Alokasi

dana pembangunan yang dimaksud terdiri dari block grant dan spesific grant. Alat’
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ini, disusun hierarki pola alokasi bantuan yang optimal sebagai berikut (PPPE-Fe-

UGM, 1995:52).

ALOKASI BANTUAN YANG OPTIMAL “

PEMERATAAN PERTUMBUHAN STABILITAS

[ ] [ ]

SPESIFIK BLOK | SPESIFIK BLOK SPESIFIK. || BLOK

| ! ! |

|
PENDUDUK PAD LUAS POTENSI KESULITAN
WILAYAH EKONOMI MEDAN

Gambar 2.3. Bagan Hierarki Alokasi Bantuan yang Optimal

Gambar bagan diatas menunjukkan bahwa alokasi bantuan dana
pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaﬂg optimal
didasarkan pada tiga tujuan, yaitu pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas. Untuk masing-masing tujuan, dana pembangunan yang dapat dialokasi
pemerintah pusat berupa bantuan spesifik (specific grani) dan bantuan umum
(block granf). Khusus mengenai block grant, dasar penentuannya adalah jumlah
penduduk, PAD, luas wilayah, potensi ekonomi dan kesulitan medan,

Gasper Liaw (2000) melakukan penelitian mengenai identifikasi kekuatan
dan kelemahan keuangan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah di
daerah Kabupaten Jaya Wijaya. Adapun variabel yang digﬁnakan : derajat
desentralisasi keuangan daerah, tingkat perkembangan ekonomi daerah, dan dana
perimbangan dengan obyeknya Kabupaten Jaya Wijaya tahun 1994 - 1998.
Model yang digunakan SWOT
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Penelitian yang dilakukan oleh Yance Ambaho ('2001j) menganalisis faktor

- faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Sorong.

Adapaun variabel yang digunakan jﬁmlah venduduk, PMA, PMDN, PDRB, dan

panjang jalan. Model yang digunakan adalah PAM(Partial Adjustmen Model)
dengan Kabupaten Sorong sébagai obyeknya.

Razaki Persada (2000) melakukan kajian terhadap prospek keuangan

daerah Provinsi Riau dengan berlakunya perimbangan keuangan pusat dan daerah,

terhadap ketahanan Nasional. Adapun variabel yang digﬁnakan adalah jumlah
penduduk, jumiah golongan masyarakat miskin, -panjang jalan, luas ._wilayah,
PDRB, SDA, penduduk bekerja dan potensi industri. |
Untuk lebih jelasnya ringkasan penelitianr terdahulu dapat diperhatikan pada

Tabel 2.1
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Tabel 2.2
- Ringkasan Penelitian Terdahulu
r VARIABEL HASIL
NO. I;,Erﬁi[{ﬂ‘\f TOPIK YANG
, > DIGUNAKAN
L. KEIKO | Kajian relasi aniaia Sistem fiskal yang Desentralisasi publik finance
IMAI keuangan pemerintah terfokus pada komposisi | melalui perubahan sistem transfer
(1992) pusat dan pemerintah pengeluaran, penerimaan | pencrimaan dari pemerintgh pusat
lokal di Argentina dan defisit pemerintah ke pemerintah lokal telah
pusat dan lokal berperan dalam memperkuat
posisi keuangan lokal dan
mengurangi defisit anggaran
pemerintah pusat secara berarti
2. "CIDES konsep perimbangan jumiah penduduk, luas Dengan konsep perimbangan
(1998} keuangan pusat dan wilayah Provinsi, keuangan pusat dan daerah dalam
daerah dalam kerangka sumber daya alam, ratio | kerangka NKRI bahwa pemberian
NKRI yang mengkaji pendapatan dan bantuan (Grant} perlu
tentang model dan pengeluaran daerah memperhatikan jumlah penduduk,
formula pemberian block | (PAD/APBD), dan luas wilayah, SDA, ratio -
grant bagi daerah proporsi tingkat pendapatan dan pengeluaran
kemiskinan dan proporsi | daerah, proporsi tingkat
yang dibagi merata kemiskinan dan proporsi dibagi
merata.
3. PPPE-FE | mengkaji mekanisme Alokasi dana -Mekanisme alokasi bantuan dana
UGM alokasi dana pembangunan yang pembanguanan dari pemerintah
(1995) pembangunar: dari terdiri dari block grant | pusat ke pemerintah daerah yang
pemerintah pusat ke dan spesific grant optimal didasarkan pada
pemerintzh daerah dengan menggunakan | pemerataan, pertumbuhan
Analytical Hierarchy | ekonomi dan stabilitas
Process (AHP).
4. Gasper | Identifikasi kekvatan dan | Derajat desentralisasi Kondist keusngan daerah
Liaw kelemahan keuangan keuangan daerah, tingkat | Kabupaten Jaya Wijaya dalam
(2000} . daerah menuju perkembangan ekonomi | menuju penyelenggaraan otonomi
penyelenggaraan daerah, dan dana daerah belum cukup {lemah)
otonomi daerah di perimbangan
daerah Kabupaten Jaya
Wijaya.
5. Yance faktor - faktor yang jumlah penduduk, PMA, | Pengeluaran pemerintah daerah
Ambaho | mempengaruhi PMDN, PDRB, dan Kabupaten Sorong lebih
(2001) pengeluaran pemerintah | panjang jalan dipengaruhi oleh PMA dan
daerah Kabupaten PDRB, sedangkan PMDN dan
Sorong. panjang jalan tidak berpengaruh
{pengaruhnya negatif)
6. | Razaki kajian terhadap prospek | Jumlah penduduk, Prospek keuangan daerah Propinsi
Persada keuangan daerah jumilah golongan Riau dengan berlakunya
(2000) Provinsi Riau dengan masyarakat miskin, perimbangan keuangan pusat dan
berlakunya perimbangan | panjang jalan, luas daerah terhadap Ketahanan
keuangan pusat dan wilayah, PDRB, SDA, Nasivnal masih rendah, dan perlu
daerah, terhadap penduduk bekerja dan adanya perhatian khusus terhadap

ketahanan Nasional

potensi industri.

kondisi Propinsi Riau supaya
Ketahanan Nasional tetap terjaga

Sumber : dikembanglkan untuk penelitian ini.
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2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Keuanga}l negara dan keuangan daerah memiliki hubungan yang erat,
saling. melengkapi dan saling mendukung dalam menciptakan kesejahteraan
masya.rakét yang lébih_ merata melalui tahap-tahap pembangunan yang telah
ditetapkan. Dana yéng digunakan untuk pembangunan daerah berasal dari
pemerintah pusat, pémerintah daerzh dan swadaya masyarakat.

Pemerintah pusat dalam memberikan bantian keuangan kepada
pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota dengan berbagai pertimbangan-
pertimbangan tersebut berpijak pada ketentuan dalam UU No. 22/1999, UU No.
25/1999 dan UU No.21/2001, yang menyatakan bahwa supaya daerah dapat
mengatur dan mengﬁrus rumah tangganya sendiri dengan sebai-baiknya, maka
kepadanya periu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, artinya dana
yang diberikan berupa bantuan keuangan dimaksudkan agar memperiancar
pelaksanaan pembangunan daerah karena besarnya tugas pemerintah daerah

dibandingkan dengan kemampuannya untuk memperoleh pendapatan sendiri.

2.3.1 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan Dana

Jumlah penduduk yang meningkat mempunyai pengaruh dalam besarnya
kebutuhan dana. Jika jumlah penduduk meningkat maka kebutuhan dana akan
meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yance Ambaho (1998)
meningkatnya jmlah pendilduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan

tehadap kebutuhan dana (pengeluaran).
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2.3.2 Hubungan Banyak Sekolah dengan Kebutuhan Dana

Sekolah atau pendidikan merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan
Provinsi Papua. Pada umumnya untuk memaksimalkan kuzlitas penduduk
Provinsi Papua, perlu adanya tempat péndidikan (belajar) yaitu sekolah.
Banyaknya sckolah akan menentukan tujuan pembangunan dan berpengaruh
terhadap kebutuhan dana. Dengan demikian, jika banyaknya sekolah meningkat
maka akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan dana.
2.3.3 Hubungan Panjang Jalan dengan Kebutuhan Dana

Jalan merupakan infrastruktur yang akan mendukung laju pembangunan di
Provinsi Papua. Jika panjang jalan meningkat maka kebutuhan dana akan
meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yance Ambaho (1998)
meningxatnya panjangjalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

kebutuhan dana.

2.3.4 Hobungan Jumlah Pendud.uk Miskin Terhadap Kebutuhan Dana
Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pembangunan fisik riil
yang dikehendaki oleh masyarakat Papua. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat
dari jumlah penduduk miskin, dan hal ini berarti jika jumlah penduduk miskin
meningkat berarti kesejahteraan masyarakat menurun dan hal ini akan
berpengaryh terhadap kebutuhan dana. Jika jumlah penduduk miskin meningkat
maka kebutuhan dana akan meningkat , jadi jumlah penduduk miskin mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan dana.

e e e e et e s 1
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235 I-fubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kebutuhan Dana
Terhadap Keungan Daerah )

Pendapatan Asli Daerai adalah kumpulan dari semua sumber penerimaan
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan dazrah yang ditetapkan berdasarkan
undang —undang perimbangan keuangan.

Pendapatan Asli Daerah ' digunakan univk 1n¢mbiéyai kebutuhan dana
Provinsi Papua. Jika PAD rendah dan kebutuhan dana tinggi maka akan terdapat
gap, dan hal ini berarti bahwa kondisi keuangan daerah masih rendah karena PAD

yang ada, tidak dapat mencukupi kebutuhan dana.

2.3.6 Hubungan Dana Perimbangan dengan Kebutuhan dana Térhadap
Keuangar Daerah |

Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan berupa bantuan
keuangan dari pemerintah pusat agar memperlancar pelaksanaan pembangunan
daerah, ka_rena besarnya anggaran pemerintah daerah dibandingkan dengan
kemarm:puannya untuk mempéroleh pendapatannya sendiri.

Dana perimbangan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dana
atau keseluruhan biaya pelayanan masyarakat atau program pembangunan yang
hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah namun secara nasional penting.
Jika dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk
memenuhi kebﬁtuhan dana tidak sebesar pajak bagi hasil yang difarik pusat, maka
ini akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Jadi apabila dana perimbangan
untuk memenuhi kebutuhan dana rendah, niaka koidisi keuangan daerah dengan
berlakunya otonomi khusus akan rendah. Untuk lebih jelasnya perhatikan

Gambar 2.4 berikut.
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Sumber : dikembangkan untuk penelitian ini.

Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis penelitian ini adalah “kondisi keuangan daerah Provinsi Papua

dengan berlakunya otonomi khusus (UU No. 21/2001) rendah”.
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2.5. Deﬁnisi. Operasional Variabel
Definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian. ini adalah
sebagai berikut : |

1. Kebutuhan dana daerah, merupakan keseluruhan biaya pelayanan masyarakat
atau program pembanguan yang dilakukan oleh pemerintah Papua pada
daerah yang secara nasional penting sa_atela‘n rdiberlakukannya Uu..
No0.21/2001. Kebutuhan dana di pengaruhi variabel jumlak penduduk, banyak
sekolah, panjang jalan, dan jumlah penduduk miskin. Mengacu pada BPS:

a. Jumiah Penduduk adalah total penduduk yang tinggal di provinsi baik
laki - laki maupun perempuan.

b. Banyak Sekolah adalah total jumlah sekolah yang ada di Provinsi Papua
baik SD, SLTP, SMU maupun SMK.

¢c. Panjang Yalan adalah total panjang jalan yang ada di Provinsi Papua.

d. Jumlah Penduduk Miskin adalah total penduduk miskin yang ada di
Provinsi Papua berdasarkan SUPAS 1995.

2. Pendapatan Asli Daerah, merupakan pendapatan atau penerimaan yang
bersumber dari potensi daerah itu sendiri, dalam réngka penyelenggaraan
otonomi ‘secara nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3.. Dana Perimbangan, merupakan sumber penerimaan daerak yang Bersumber
dari APBN dan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan

Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah




dengan prioritas pengalokasiannya untuk peningkatan

kesgjahteraan masyarakat yang semakin baik.

pelayanan dan
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BAB III

METCDE PENELITIAN

3.1  Jenis dan Sumber Data
Daerah vang dijadikan sebagai obyek lokasi penelitian adalah Provinsi

Papua. Penelitian ini bersifat studi kasus, sedangkan data yang digunakan

seluruhnya adalah data sekunder dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2000,

sehingga merupakan data runtun waktu (time series). Data yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari : .

1. Data jumlah penduduk Provinsi Papua, sumbernya dari Papua daiam angka
dari tahunl 1985 sampai dengan tahun 2000

2. Data banyak sekolah Provinsi Papua, sumbernya dari Papua dalam angka dari
tahun 1985 sampai dengan 2000.

3. Data panjang jalan Provinsi Papua, sumber dari Dinas Praswil dari tahun 1985
sampai dengan tahun 2000

4. Data jumlah penduduk miskin Provinsi Papua, sumber berdasarkan SUPAS
1995. |

5. Data penerimaan PAb Provinsi Papua, sumber dari biro keuangan dan
anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua dari tahun 1992 - 2002

6. Data bagi hasil untuk Provinsi Papua, sumber dari badan analisa keuangan dan

moneter Departemen Keuangan RI, dari tahun 1992 - 2002.

48
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3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka yaitu
dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yang
berupa dokuﬁlen maupﬁn arsip yang didapatkan dari kantor statistik Provinsi
.Papua dan Pusat Jakarta, BAPPEDA Provinsi Papua, Dinas Praswil Provinsi

Papua, Biro keuangan dan anggaran Pemda Provinsi Papua dan Badan Analisa

Keuangan

3.3 Teknik Analisis
3.3.1 Menganalisis kebutuhan dana Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

Analisis Reoresi Berocanda

Kebutuhan dana merupakan fungsi dari jumlah penduduk,
banyak sekolah meﬁurut jenisnya, keadaan geografi (panjang jalan)
dan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian persamaan
fungsional kebutuhan dan-a Provinsi Papua yakni (Yance Ambaho,
1999):

G=f(JpP,BS,PJ,JPM) = .......... (3.1

Dalam model ini G (kebutuban daerah) merupakan variabel
dependen, sedangkan IP (jumlah penduduk), BS (banyak sekolah
menurut jeniSnyﬁ), PJ (panjang jalan) dan {(JPM) jumlah penduduk
miskin adalah vafiabel independen. Hlal ini menunjukkan bahwa

besarnya kebutuhan dana (G) dalam setiap tahun anggaran ditentukan
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variabel jumlah penduduk, banyak‘ sekolah m-enurut jenisnya, panjang
jalan dan jumlah penduduk miskin.

Untuk penaksiran statistik dalam upaya mengetahui: elastisitas
faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dana, maka model ini
selanjutnya menjadi bentuk logaritma natural sehingga dapat diukur‘
nilai elastisitas dari fhasing-masing variabel tersebut, yaitu sebagai
berikut : |

LnG¢* = By + B1 LoJP + P2 LoBS,+ B3 LoPJ, + B4 Ln JPM,
m L (.2

Dimana t adaiah waktu pada tahun t dan In G’g adalah kebutuhan dana
fl'ovinsi Papua yang dinginkan dalam jangka panjang.
Karena kebutuhan dana yang dibutuhkan tidak bisa diamati secara
langsung, maka perlu disusun hipotesis penyesuaian parsial dalam
béntuk log natural sebagai berikut : |

LnG:. LnGe =8 (LnG* - LnGyy) oo (3.3)
Dengan mensubtitusikan LnG* pada persamaan 3.2 ke dalam
persamaan 3.3 dan menﬁrusunnya kembali, maka diperoleh model
penyesuaian parsial (Parsial Adjustment Model / PAM) sebagai
berikut :

InG, = 8InBo + SP1InJP + B2 InBS+ 683 InPJ, + 8B4 InTPM, +

(-8 InGu + & (3.4
atau | |
InG, = InBo + BilnJP; + B2 InBS;+ B3 InFJ, + B4 InJPM, +

Bs n Gur + 4y |

\.unaruﬁ’ik-uu'ﬁirl

.......... 3.5




Keterangan :

Ba, P1, Bz, B3, B4 adalah elastisitas jangka pendek

Bi(1-0) adalah elastisitas jangka panjang

Ln . logaritma natural

LnG, . kebutuhan dana Provinsi Papua pada tahun t

LnJP, . jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun t

LnBS; . ‘banyak sekolah menurut jenisnya Provinsi Papua
padé. tahun t

LnPJt . panjang jalan Provinsi Papua paca tahun t

LnJPM; . jumlah peﬁduduk miskin Provinsi Papua pada tahun t

LnGy., . kelambanan variabel terikat (time lag 1 tahun)

T : residual yang diasumsikan mendekati nol

Model analisis dalam penelitian ini secara teoritis akan menghasilkan
nilai parameter penduga yang sahih dipenuhi asumsi klasik regresi
(uji ekonometri) yang meliputi multikoiinearitas, heteroskedastisitas
dan autokorelasi. Untuk itu, maka disini akan dilakukan uji asumsi

- klasik {(Imam Ghozali, 2001 : 56-70).
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- Uji Asumsi Klasik
1. UjiMultikolineariz;as

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi
bf;rganda antar variabel independen. Variabel k.oli:aear mengakibatkan
pengaruh pada variabel dependen menjadi sangaf mirip dan. sangat
sulit dipisahkan pengﬁruh dari individual masing-masing.

Pengujian multikolinearitas dilakukanr dengan melakukan
regrési tambahan (auxilary regression), yaitu dengan melakukan
regresi antara variabel bebas yang sata dengan;yang lainnya. Dari
hasil regresi antara variabel bebas yang satu dengan yang lain
kemudian dicari nilai R’nya dibandingkan dengan nilai R* dari regresi
utama. Apabila nilai R? dari regresi tambahan lebih besar dari nilai
regresi utama maka dapat dipastikan bahwa terdapat gejala
multikolinearitas .(Guj arati, 1995).

2. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
kgtidaksamaan variance dari residual suatﬁ pengamatan ke
pengamatan yang lain. Pengujian ada - tidaknya gejala
heteroskedastisitas memakai uji park (Gujarati, 1995), dengan
langkah sébagai berikut :

a. Melakukan regresi terhadap model persamaan yang diajukan

sehingga diperoleh nilai residual sebagai variabel baru.
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b. Hasil residual ‘yang didapatkan kemudian dikwadratkan dan

diubah menjadi bentuk In linier. Setelah itu semua variabel bebas
yang diajukan diubah menjadi bentuk log natural. Melakukan
regresi dari semua varibel hasil trénsformasi dari variabel asli.
Melakukan identifikasi terhadap nilai t dengan kriteria sebagai
berikut : |

¢ Jika t hitung <t tabel maka asumsi homokedastisitas diterima

e Jika t hitung > t tabel maka asumsi homokedastisitas ditolak.

. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi
yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Untuk mendeteksi
autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW), namun
uji DW ini hanya digunakan untuk autokoretasi tingkat 1 (first
order autocorrelation) dan mensyaratkan adanjé intersep dalam
model regresi dan tidak adanya variabel lag diantara variabel
penjelas. Jadi statistik d dari Durbin Watson tidak bisa digunakan
untuk mendetekdi serial korelasi dalam model autoregressif.
Untuk itu Durbin menyarankan dilakukan uji autokorelasi dengan
menggunakan statistik h (Gujarati, 1995).

Statitik h mengikuti distribusi normal yang distandardisasikan,
yaitu distribusi normal dengan rata-rata nol dan varian satu. Dari
distribusi normal dengan derajat kepercayaan 5% diketahui

bahwa :
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" Pr(-1,96< h £1,96) =0,95

Jadi untuk memutuskan ada tidakuya autokorelasi adalah sebagai

berikut (Gujarati, 1995):

— Jika h > 1,96 tolak hipotesis nol yang ;ncnyatakall tidak ada
autokorelasi positif, dan

— Jika h < -1,96 tolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada
autokorelasi negatif, tetapi

— Jika h terletak antara -1,96 dan 1,96 hipotesis nol yang
menyatakan tidak ada autokorelasi (positif atau negatif) tidak

boleh ditolak.

Analisis Koefisien Determinasi R* (R Square)

Nilai R Square untuk menjelaskan variasi variabel dependen
yang dapat dijelaskan oleh model. Pada intinya koefisien deté;minasi
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Nilainya antara nol dan satu. Nilai R? yang
kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Secara umum
koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah
karena adanya variasi yang besar antara masing—masing pengamatan,
sedangkan untuk data runwun waktu (#ime series) biasanya memiliki

koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2001, hal. 47).
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3.3.2 Menganalisis pendapatan asli daerak metode yang d'iiékukan adalah

dengan- analisis matematika, dimana pertumbuhan realisasi PAD pada
tahun berjalan dapat dihitung dengan cara berikut (rumus 3.6):
Realisasi Penerimaan PAD tahun t - Realisasi Penerimaan PAD tahunt- 1

= x 100%
Realisasi Penerimaan PAD tahun t

Sedangkan untuk menghitung persentase kenaikan dari tahun ke tahun
dapat dihitung dengan cara berikut (rumus 3.7 ):
Penerimaan tahun berjalan - Penerimaan tahun sebelumnya

= x 100 %
Penerimaan tahun sebelummya

Menganalisis besarnya dana perimbangan bagi Propinsi Papua dengan

| diterapkannya UU No. 21/2001; Metode yang dilakukan adalah dengan

Analisis matematika sama dengan rumus 3.7. Sedangkan untuk
meneniukan besarnya dana perimbangan yang seharusnya diterima
Provinsi Papua dengan diberlakukannya UU No. 21/2001
pertimbangannya adalah sebagai berikut. | <=
a. Bagi Hasil Pajak
1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90%
Penerimaan yang dihitung adalah berdasarkan UU WNo.
12/1994, UU No. 12/1985 dan PP 17/1985.
2) Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80%.
BPHTB dihitung dan dipungut berdasarkan UU No. 21/1997

dan PP No. 33/1997.




b.  Bagi hasil sumber daya alam

C.

i) Kehutanan sebesar 80%

2y Perikanan sebesaf 30% -

3) Pertambangan umum sebesar 80%

4) gPertambangan minyék bumi sebesar 70%

5) Pertambangan gas alam sebesar 70%

Dihitung berdasarkan ketentuan dalam UU No. 25/1999

Dana alokasi umum |

Dana alokasi umum yang ditetapkan seguai dengan peraturan

perundang-undangan berdasarkan UU No. 25/1999

. Dana zlokasi khusus

Dana alokasi khusus yang diterapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada

propinsi Papua dihifung berdasarkan UU No. 25/1999,

. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus

yang besarnya 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional,
yaﬁg terutama ditujukan untuk pembiayéan pendidikan dan
kesehatan.

Dana Tambahan dalam rangka pelaksaﬁaan otonomi khusus yang
besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan
usulan Propinsi pada setiap tahun anggaran, yamg terutama

ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.




BAB IV

- GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

4.1. Letak dan Luas '\'vilayah
Provinsi Papua terletak pada posisi 0 919°- 10 °45° Lintang Selatan dan
130 °45° — 141 ® 48’ Bujur Timur , menempati setengah bagian barat dari New
Guinea yang merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland.
Dan berbatasan dengan :
- Sebelah Utara = Laut Halmahera dan Samudera Pasific
- Sebelah Selatan = Laut Arafura dan Benua Australia
- Sebelah Timur = Negara Papua New Guinea dan
- Scbelah Barat = Laut Seram, Laut Banda dan Provinsi Maluku

Provinsi Papua secara phisik, merupakan Provinsi terluas di Indonesia,

dengan luas daratan 21,9 persen dari total tanah seluruh Indonesia yaitu 414.161

Km2, membujur dgri barat ke timur. (Sorong — Jayapura) sepanjang 1.200 km
(744 mile) dan dari utara ke selatan (Jayapura — Merauke sepanjang 736 km(456
mile). Selain tanahnya yang luas, Papua juga memiliki banyak pulau yang
berjejer disepanjang pesisirnya. Di pesisir utara terdapat pulau Biak, Numfor,
Yapen dan Mapia. Di sebelah barat terdapat pulau Salawati, Batanta,Gag,
Waigeo dan Yefman. Dipesisir selatan terdapat pulau Kalepon, Kombran, Adi,
Dolak dan Panjang, sedaﬁgkan di bagian timur berbatasan dengan negara Papua

New Guinea.
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Luas wilayah Kabupaten dibandingkan dengan luas Provinsi Papua dapat

digambarkan dalam tabel berikut :

, Tabel 4.1.

Luas Wiiayah Kabupaten di Provinsi Papua
No | e | GV, T el
i1 | Merauke : : 111.749 26,98
2 Jayawijaya _ 52916 _ 12,78
3 Jayapura - . 61.493 14,85
4 | Paniai 15563 | 3,76
5 Puncak Jaya 14.532 3,51
6 | Nabire - 10.427 | - 2,52
7 Fak-Fak - 20.546 : -4,96
8 Mimika 27.534 | 6,65
9 Sorong | - 38.634 : 9,34
10 Manokwari 37901 | 9,15
11 Yapen Waropen 18.746 4,53
12 Biak Numfor 3.130 0,76
13 Kota Jayapura 940§ 0,23
Jumlah ' 414.161 | - 100,60

Sumber : Irian Jaya dalam Angka tahun 1996.

4.2. Kependudukan (Tingkat Pendidikan danm Kesejahteraan Sosial
Masyarakat)
Jumlah Penduduk di Provinsi Papua berdasarkan data sensus penduduk
yang dilakukan oleh kantor Statistik Provinsi Papua sampai dengan tahun 2000
adalah sebanyak 2.233.530 orang atau 1,0 % dari seluruh penduduk Indonesia.

Jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Kabupaten Jayawijaya sejumlah




Puncak Jaya sebanyak 79.356 orang.
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417.326 orang, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kabupaten

Secara rata-rata laju pertumbukan penduduk Papua selama periode 1971-

Dalam Angka 1999;69).

1980 tumbuh dengan 2,67 % ,periode 1980 —1990 tumbuh 3,46 % sedangkan
pada kurun waktu 1990 ~ 1995 dan 1995 — 1999 masing-masing tumbuh dengan
3,34 % dan 2,19 % . Pada akhir tahun 1999 penduduk Papua mencapai 2,165 juta

jiwa lebih, hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil SUPAS 1995 (Irian Jaya

Adapun penyebaran penduduk di Provinsi Papua tahun 2000 menurut

sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua 2000.

sensus penduduk yang dilakukan oleh Kantor Statistik Provinsi Papua

No Kabupaten/Kota | Luas Daerah Piﬁgjzﬁk Pefgg gﬁitaKr;nz
I | Merauke 11749 307400 | 2,57
2 | Jayawijaya 52916 479.800 9,07
3 Jayapura 61.493 149.300 2,43
4 | Paniai 15.563 108.000 6,94
5 | Puncak Jaya 14,532 64.100 4,41
6 | Nabire 10.427 111.800 10,91
7 | Fak-Fak 20.546 63.556 3,09
8 | Mimika 27.534 57.044 2,07
9 Sorong 38.684 263.500 6,81
10 | Manokwari 37.901|  174.700 4,61
I1 | Yapen Waropen 18.746 73.700 3,91
12 | Biak Numfor 3.130 104.600 33,42
113 | Kota Jayapura 940 208.200 221,49
Jumlah 414.161 2.165.300 5,13

Sumber : Papua dalam angka 2000.
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Tingkat Pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan masyarakat Provinsi Papua secara umum
dapat dikatakan mésih rendah. Hal ini terlihat dari relatif tingginya angka buta
huruf pada penduduk diatas usia 10 tahun (48,0;1%) dan relatif rendahnya angka
“School enrooliment ratio” untuk penduduk yang berusia SD (56,60%) dan

penduduk yang berusia sekolah SLTP (12,25% saja){(LPEM UI-2000).

Ting kat Kesejahteraan Sosfal Masvarakat

Berdasarkan penelitian LPEM UI-2000 menunj ukan Angka Indeks Mutu
Hidup (PQLD sebagai angka petunjuk tingkat kesejahteraan sosial untuk Papua
pada téhun 2000 -adalah 53 sedangkan : untuk nasional 59, berarti dengan
menggunakan ukuran ini rata-rata kesejahteraan masyarakat Papua berada

dibawah rata-rata tingkat kesejahteraan sosial untuk Rakyat Indonesia.




BAB V'

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1  Apalisis Elastisitas Kebutuhan Dana Provinsi Papua
3.1.1 Uji Penyimpangan Klasik
Model analisis dalam penelitian.ini secara teoritis akan menghasilkan nilai
parameter penduga yang sahih dipenuhi asumsi klasik regresi (uji ekonometri)
yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk itu,
maka disini akan dilékukan uji asumsi klasik (Imam Ghozali, 2001 : 56-70).
Adapun pengujian terhadap asumsi klasik dengan bantuan program
EVIEWS 3.0 yang dilakukan pada penelitian ini meliputi :
1. Uji Multikolinieritas
Setelah dilakukan Uji Muliikolinieritas pada variabel-variabel bebas
dengan menggunakan auxfla%y regression, hasilnya menunjukkan bahwa semua

variabel bebas pada model yang diajukan, bebas dari multikolinearitas. Hal ini

ditunjukkan dengan indikator kecilnya nilai R? pada auxilary regression dari pada

nilai R? pada model persamaan yang diajukan. Untuk lebih jelasnya perhatikan

Tabel 5.3.
Tabel 5.1
Perbandingan Nilai R
JENIS REGRESI NILAI R?
Regresi Model : 0,9991
Auxilary Regression I 0,9902
Auxilary Regression II 0,9892
Auxilary Regression III 0,9054
Auxilary Regression IV 0,7123
Sumber : Data sekunder yang diolah.
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- 2. Uji Heteroskedatisitas
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Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park dengan menggunakan

EVIEWS 3.0, dimana nantinya output dari uji tersebut berupa signifikansi dari

variabel-variabel terhitung (7P, BSt, PJ,, dan JPM,). Bila output uji sigaifikan

berarti terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sebaliknya bila output uji

tidak signifikan berarti homoskedastisitas tidak dapat ditciak. Berikut adalah

Tabel 5.2, berdasarkan lampiran 2.

‘ Tabel 5.2 _
- Signifikansi Uji Park

Dependent Variable: LNRES2
Method: Least Squares

Date: 01/09/03 Time: 06:46
Sample{adjusfed). 1986 2000

Included chservations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient  Std. Error  t-Stafistic Prob.

LndP, -53.66586 4707525 -1.137877  0.2817

LnBS; 92.00650  80.40821 1.144243  0.2792

LnPJ; -4,183272 56817943 -0.7446827 0.4736

LnJPM; 4321422  3.968626  1.088896  0.3017

C 23.65484  172.3851 0.137221  0.8936

R-squared 0.166506 Mean dependent var  -9.014658

Adjusted R-squared -0.166892 S.D. dependent var 2.114928

S.E. of regression 2.284604  Akaike info criterion 4751464
Sum squared resid 52.19414 Schwarz criterion 4.987481"

Log fikelihood -30.63598 F-statistic 0.499421

Durbin-Watson stat _ 1.819693_ ' Prob(F-statistic) _0.737164

Sumber : Data sekunder yang diolah.

Terlihat pada tabel signifikansi di atas bahwa variabel-variabel terhitung

tidak signifikan ( lebih besar dari o = 0,05 ), sehingga dapat diambil kesimpulan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
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3. Uji Autokorelasi

Uji_autokorelasi dilakukan dengan uji Dm-bz‘n Watson (DW). Dari regresi
diperoleh angka DW sebesar 1,983 (dapat dilihat pada Lampiran 1). Karena
model persamaan yang digunakan mempunyai variabel lag, ll;aka uji autokorelasi
pada penelitian ini menggunakan statistik h seperti yang disarankan Durbin

Watson.

16
H=1{1-0,5(1,983 ' =0,03544
| 1 - 16 (0,005)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut ternyata nilia h terietak antara
-1,96 dan 1,96 atau -1,96 < h < 1,96. Hal ini berarti dengan derajat
kepercayaan 5% tidak dapat menolak hipotesis nol yaﬂg menyatakan

bahwas tidak ada autokorelasi (positif atau negatif) dalam model

5.1.2 MHasil Estimasi Partial Adjustment Model (PAM)

I—Iésil estimési dengan menggunakan model linear dinamis penyesﬁaian
parsial atau Partial Adjustment Model (PAM) terhadap kebutuhan dana Provinsi
Papua dapat dijabarkan dalam persamaan sebagai berikut :

Ln G, = 42,805 + 1,604Ln JP; + 5,160Ln BS,+ 0,362 Ln PJ;
Se (4,383) (0,610) (0,951) (0,065)

+ 0,463Ln JPM; + 0,037Ln G

(0,053) (0,069)
Keterangan :
G = Kebutuhan Dana
IP = Jumlah Penduduk
BS = Banyak Sekolah

PJ = Panjang Jalan
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Se = Standar Error

Friung = 2119,995 )
DWey = 1,983

R? = 0,9991

Besarnya koefisien determinasi atau R* sebesar 0,999 atau 99,9 persen ini
dapat diartikan bahwa 99,9 persen variasi variabel tidak bebas dapat diterangkan
oleh variabel bebas dalam model, sedangkan sisanya (0,1 persen) dipengaruhi
oleh variabel bebas lain di [uar model.

Dari persamaan di atas hasil yang dapat diterangkan sebagai berikut :

1. B; =1,604
Koefisien regresi besaran koefisten LnJP; sebesar 1,604 dan bertanda positif
berarti memberi pengaruh positif, sehingga dalam hal ini 8, bertanda positif,
Dengan demikian variabel LnJP; berpengaruh positif terhadap LnG;. Hal ini
dapat dimaknai bahwa jika jumlah penduduk meningkat 1 persen maka

kebutuhan dana akan meningkat sebesar 1,604 persen.

2. By =5,160
Sama dengan perhitungen di atas, besaran yang tertera pada koefisien LnBS;

sebesar 5,160 dapat diinterpretasikan sebagai berikut : B, bertanda positif

berarti, variabel LnBS, memberi pehgaruh positif terhadap LnG,. Hal ini dapat
dimaknai bahwa jika banyaknya sekolah meningkat 1 persen maka kebutuhan

dana akan meningkat sebesar 5,160 persen.
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. Py =0,362

Besaran vyang tertera pada koefisien LnPJ; sebesar 0,362 dapat

diinterpretasikan B3 _bertanda positif berarti, variabel LnPl; memberi

pengaruh positif terhadép L.nG;, Hal ini dapat dimaknai bahwa jika panjang
jalan meningkat 1 persen maka kebutuhan dana akan meningkat sebesar 0,362
pefsen. |

Bsa =0,463

Sedangkan pada besaran yang tertera pada koefisien LnJPM, sebesar 0,463

dapat diinterpretasikan B4 bertanda positif. Hai ini berarti, variabel LnJPM;

memberi pengaruh positif terhadap LnG;. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika
jumlah penduduk miskin meningkat 1 persen maka kebutvhan dana akan
meningkat sebesar 0,463 persen.

Bs =0,036

Besaran yang tertera pada koefisien LnG.; ~sebesar ~ 0,036 dapat
diinterpretasikan Bs bertanda positif berarti, variabel LnGi memberi
pengaruh positif terhadap .LnGt. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika kebutuhan
dana satu tahun yang lalu meningkat 1 persen maka kebutuhan dana akan
meningkat sebesar 0,036 persen. Hal ini juga menunjukan bahwa pendekatan
model dinamik Partial Adjusment Model (PAM)yang digunakan dalam
penelitian ini telah memenuhi syarat (kriteria) yang ditentukan yaitu nilai
kelambanan dari variabe! terikat (Ln G..1) tetletak diantara nol dan satu (.0<Lr1

Gt.1>1)
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Sedangkan pada variabel jumlah penduduk dan banyaknya sekolah
menunjukan bahwa mempunyai besaran koefisien elastisitas cukup baik,

karena lebih besar dari 1 (Gujarati, 1995).

5.1.3 Pengujian Secara Parsial

Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda (multiply
regression analysis) dengan bantuan program EVIEWS 3.0, dengan
memperhatikan nilal  fhitung dari hasil regresi tersebut untuk mengetahui
signifikansi variabel independen secara terpisah (parsial) terhadap variabel
dependen pada tingkat alfa = 5 %. Dengan syarat apaBila variabel independen
signifikan terhadap variabel dependen maka terdapat pengaruh antara variabel
independen terhadap variabel dependen sedangkan apabila tidak signifikan maka
tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian koefisien regfesi parsial atau uji t digunakan untuk menguji
apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan
mengetahui apakah variabel iﬁdependen secara individual mempengaruhi variabel
dependen.

Penentuan t-tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5 persen
(0,05 :2) dengan df = n - k didapatkan nilai t-tabel : 2,201 sedangkan t-hitung
dari hasil output komputer melalui program EVIEWS 3.0 disajikan dalam Tabel

5.2 di bawah ini :




67

Tabel 5.3

Nilai thitung
Variabel | Chitung tiabet
LnJP; | 2,628 2,201
LnBS: 5,423 2,201
LnPlI, 5,554 2,201
LnJPM; 8,682 2,201

Sumber : Data sekunder yang diolah.

-Melihat nilai thitu,;g. yang kemudian diperbandingkan dengan nilai t tabel,
maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing-masing variabel bebas
memang berpengaruh nyata (significant) pada tingkat alfa 5 persen. Secara rinci,
maka pengujian secara parsial berdasarkan perhitungan wji-t untuk persamaan
diuraikan sebagai berikut :

Dengan melihat pada tabel 5.3 di atas diketahui bahwa nilai tmmng variabel
jumlah penduduk lebih besar daripada twpe (2,628 > 2,201) sehingga dapat
dikatakan bahwa variabel jumiah penduduk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel kebutuhan dana.

Dengan melihat pada nilai thinne variabel banyak sekolah lebih besar
daripada tupe (5,423 > 2,201) sehingga dapat dikatakan bahwa variébel banyak
sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kebutuhan dana.

Nilai thiwng variabel panjang jalan lebih besar daripadal traber (5,554 > 2,201)
sehingga dapat dikatakan bahwa variabel panjang jalan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel kebutuhan dana.

" Sedangkan pada nilai thinmg variabel jumlah penduduk miskin lebih besar

daripada tupe (8,682 < 2,201) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel jumlah
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pend‘ud.uk miskin berpengaruh positif’ dan signiﬁkan terhadap variabel kebutuhan

. dana.

- Nilai thiung variabel kebutuhan dana satu tahun yaﬁg lalu lebih besar
daripada tupe (3,526 > 2,201) schingga dapat dikatakan bahwa variabel kebutuhan
dana satu tahun yang lalu berpengaruh positif dan signifikan té_rhadap variabel

.kebutuhan dana.

Dengan demikian ketentuan penggunaan Partial Adjustment Models.

(PAM) pada model penelitian ini dapat terpenuhi. Dengan kata lain model Partial

Adjustment Models (PAM) diatas berhasil dalam mengestimasi kebutuhan dana

" Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan bahwa medel PAM cocok digunakan

untuk mengestimasi pengaruh variabel jumlah penduduk, banyak sekolah, panjang
jalan dan jumlah penduduk miskin terhadap variasi kebutuhan dana Provinsi

Papua.

5.1.4 Pengujian Secara Serenfak

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada persamaan nilai uji F
adalah 2119,995 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian pada persamaan
variabel jumlah penduduk, banyak sekolah, panjang jalan dan jumlah penduduk
‘miskin secara bersama-sama berpengaruh secara signiﬁkan terhadap kebutuhan

dana Provinsi Papua.




5.1.5 Analisis Koefisien Jangka Panjang

Rerdasarkan nilai koefisien jangka pendek dari persamaan regresi yang
dihasilkan di atas kemudian dihitung kofisien jangka panjang dengan rumus
" berikut :

Konstanta = PBo/1-Bs inPJ, = Bs/1-PBs
InJP, = B/1-Bs InTPM; = B4/1-Bs
InBS; = B/1-Ps

Dari rumus di atas diperoleh koefisien regresi jangka panjang sebagaimana tertera

dalam tabel berikut.
Tabel 5.4 |
Hasi} Estimasi Parameter Pertumbuhan Jangka Panjang
ELASTISITAS ELASTISITAS
VARIABEL JANGKA PENDEK | JANGKA PANJANG
LnJP; 1,604 1,664
LaRS&, 5,160 .5,353
LnPJ, 0,362 0,376
LnJPM; 0,463 0,480

Sumber : Data sekunder yang diolah.
Dari nilai koefisien jangka panjang yang didapatkan dari persamaan diatas

maka sekarang telah diketahui estimasi pertumbuhan jangka panjang dari

kebutuhan dana di Provinsi Papua. Dengan estimasi tersebut diharapkan dapat '

digunakan untuk melakukan prediksi atas pengaruh variabel jumlah penduduk,
.banyak sekolah, panjang jalan dan jumlah penduduk miskin ferhadap variasi
leebutuhan dana Provinsi Papua dalam jangka panjang.

Dalam jangka panjang, nilai elastisitas jumlah penduduk sebesar 1,664.
Hal ini berarti jika jumlah penduduk naik 1% maka kebutuhan dana Provinsi

Papua akan meningkat sebesar 1,664%. Dengan demikian dalam jangka panjang
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peningkatan junilah penduduk di Provinsi Papua banyak berpengaruh pada
‘kebutuhan dana yang harus disediakan oleh pemerintah 'setempat. Kondisi ini
perlu dicermati oleh pemerintah Provinsi Papua, sebab dengan adanya
pértambahan penduduk yang sangat cepat akan diiringi dengaﬁ peningkatan

jumlah kebutuhan dana. Bila jumlah kebutuhan dana yang direncanakan tidak

melalui perencanaan yang matang maka ditakutkan akan terjadinya kelesuan pada

sendi-sendi perekonomian.

Variabel banyaknya sekolah yang telah ada memiliki elastisitas sebesar

5,353. Dalam jangka panjang berarti setiap kenaikan 1% jumlah sekolah akan -

menambah jumlah kebutuhan dana sebesar 5,353%. Dari hasil tersebut terlihat
jelas bahwa banyaknya jumlah sekolah yang disediakan oleh pemerintah Provinsi
Papua memegang peranan paling besar terhadap perubahan jumlah kebutuhan
dana Provinsi Papua bila dibandingkan dengan variabe! lain. Hal ini berhubungan
dengan oientasi dari pemerintah Papua yang menginginkan adanya peningkatan
jumlah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang memadai. Sehingga di masa
yang akan datang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap
nasib Provinsi Papua. Oleh karena itu perubahan jumlah banyaknya sekolah yang
dibangun akan diikuti dengan adanya peningkatan jumlah kebutuhan dana yang
dibutuhkan oleh Provinsi Papua.

Variabel panjang jalan memiliki nilai elastisitas sebesar 0,376, Hal ini
menunjukkan dalam jangka panjang setiap penambahan panjang jalan sebesar 1%
akan meningkatkan jumlah kebutuhan dana sebesar 0,376%. Pertambahan jumlah
kebutuhan dana yang disebabkan karena adanya penambahan panjang jalan tidak
sebesar pertambahan jumlah kebutuhan dana yang disebabkan karena perubahan
jumlah penduduk dan banyaknya sekolah. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat

kondisi alam dari Provinsi Papua tidak menjadikan masyarakat Papua merasa
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terhambat hanya karena belum dibangunnya jalan wang memadai. Bagi
masyarakat Papua lebih memilih memiliki jalan setf-lpak namun memiiiki tingkat
pendidikan yang memadai dengan diikuti tingkat pendapatan yang sesuai.
Variabel jumlah penduduk miskin dalam jangka panjang memiliki nilai
elastisitas sebesar 0,480. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk
miskin sebesar 1% akan meningkat jumlah kebutuhan dana sebesar 0,480%.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi 'Papua mengingat
semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah Provinsi

Papua justru akan meningkatkan jumlah kebutuhan dana yang harus disediakan.

5.2  Analisis Keuangan Provinsi Papua

Undang-undang No.22 tahun 1599 tentang Pemerintah Daerali dan
Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan Derah, kemudian dikeluarkannya Undang-Undang No 21 tahun 2601 tentang
Otonomi Khusus yang merupakan perwujudan nyata dari desentralisasi wewenang
dan keuangan, yang secara resmi dilaksanakan mulai 1 janpari 2002.

Dari banyak justifikasi (alasan pembenaran) terhadap diperlukannya
desentralisasi wewenang dan keuangan, yang paling masuk akal adalah bahwa
“daerahlah yang mengetahui akan kebutuhan dari masyarakatnya untuk memenuhi
kebutuhan tersebut”. |

Keberhasilan desentralisasi wewenang dan keuangan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah sangat tergantung kepada kesiapan daerah dalam
menyikapi pelimpahan wewenang dan keuangan tersebut. Cara yang dapat
ditempuhadalah dengan mengupayakan peningkatan kemampuan daérah dalam
menggali potensi sumber-sumber ekonominya dan memberdayakan sektor-sektor

perekonomian daerahnya.
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Pada gilirannya, peran PAD dalam APBD akan meningkat, dan sebagai
konsekwensinya ketergantungan daerah terhadap pusat akan semakin berkurang,
dan semangat otonomi daerah akan lebih terfasilitasi. Ini merupakan paradigma
baru dalam pembangunan ekonomi daerah.

Konsekwensi logis dari otonomi daerah ini adalah pemerintah daerah
memerlukan sejumlah dana (sumber keuangan) yang cukup untuk membiayai
segala aktivitasnya yaitu urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Provinsi Papua dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah dalam
rangka otonomi khusus menghadapi permasalahan pendanaan pembangunan
bahwa dana sebagai sumber pembiayaan aktivitas pemerintahan dalam mengurus

rumah tangga daerahnya masih sangat kurang(belum mencukupi).

5.2.1 Analisis Pendapatan Asli Daerah

Dari sekian banyak justifikasi (alasan pembenaran)  terhadap
diperlvkannya desentralisasi wewenang dan keuangan adalah kenyataan bahwa
daerahlah yang paling mengetahui akan kebutuhan dari masyarakatnya untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.

. Keberhasilan desentralisasi wewenang dan keuangan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah sangat tergantung kepada kesiapan daerah dalam
menyikapi p-elimpahan wewenang dan keuangan tersebut. Cara yang dapat
ditempuh adalah dengan mengupayakan peningkatan kemampuan daerah dalam
menggali potensi sumber-sumber ekonominya dan memberdayakan sektor-sektor
perekonomian daerahnya. _

Semakin meningkatnya peran PAD dalam APBD akan berdampak pada
semakin berkurangnya ketérgantungan daerah terhadap pusat dan semangat

otonomi daerah akan Iebih mendapatkan saluran yang tepat. Ini merupakan
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paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengetahui kondisi
dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua, dapat dikaji dari data-

data pada Tabe! 5.5.
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Dari Tabel 5.5 diketahui bahwa pada pos-pos yang membentuk
Pendapatan Asli Daerak terlihat pbs pajak daerah mengalami = rata-rata
pertumbuhan sebesar 4 % per tahun, pos retribusi dacrah memiliki rata-rata
pertumbuhan sebesar 14 %, pos laba BUMD memiliki rata pertumbuhan sebesar
30 % dan pos penerimaan lain-lain memiliki peningkatan sebesar 8 % per tahun.
Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua memiliki rata-rata
pertumbuhan sebesar 16 % per tahun dengan total penda[;atan sebesar
Rp 56.444.700.000.

Berdasérkan fakta di atas dapat dikatakan bahwa rata-raté pertumbuhan
pes-pes yang membentuk PAD dan PAD Provinsi Papua masih terbilang kecil.
Hal ini berhubungan dengan kontribusinya terhadap APBD yang masih kecil.
Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa Provinsi Papua masih sangat
tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai aktivitag daerahnya. Apabila
Pendapatan Asli Déerah (PAD) diharapkan sebagai tulang punggung ekonomi
daerah / otonomi khusus, maka berdasarkan analisis data di atas nampaknya
sangat sulit untuk direalisasikan.

Untuk itu perlu kiranya ada upaya dari Pemerintah Papua untuk
meningkatkan PAD-nya dalam rangka menjadikan PAD sebagai penyangga
keuangan daerah. Upaya-upajla yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan
intensifikasi dan ekstensifikasi yang selama ini telah ditempuh untuk
memperbesar peneﬁmaan dacrah yang sekaligus meningktakan tabungan
pemerintah  dalam membiayai kebbutuhan pelaksanaan pembangunan yang

semakin meningkat.

(UPT-PUSTAR-URUIP
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5.2.2 Analisis Dana Perimbangan bagi Proviesi Papua dengan berlakunya

UU Ne. 21 Tahun 2001

Selama ini hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di
realisir dalam bentuk alckasi dana berupa bagian bagi hasil pajak (PBB), bagian

bagi hasil bukan pajak (IHH & IHPH) serta sumbangan dan bantuan. Namun

dalam pelaksanaannya tidak semua dana dapat direalisir, sehingga mengakibatkan |

sistem pembiayaan dan manajemen keuangan menjadi tidak jelas dan tidak dapét

‘menjamin terselenggaranya desentralisasi/otonomi daerah dari segi penerimaan
dan pengeluaran dana. Apalagi dalam kenyataan bahwa dengan tingginya kontrol
pusat terhadap proses pembangunan daerah, dimana jelas ierlihat dengan besarnya
dana bantuan/sumbangan yang diterimakan kepada daerah.

Dalam situasi krisis yang berkepanjangan, berbagai usaha di seluruh sektor
akan diupayakan mengarah kepada kegiatan dan program yang mendukung
pemulihan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah. Karena dalam masa krisis
menyebabkan pengangguran yang membengkak, m_eningkatnya jumlah penduduk

miskin, meningkatnya anak putus’ sekolah; telah mengkulminasikan tuntutan

reformasi total melalui perubahan disegala bidang kehidupan nasional yaitu -

- bidang ekonomi, politik, sbsial budaya dan tentunya hankam.

Dengan demikian strategi utama yang harus dilakukan dalam menghadapi
kondisi tersebut, lebih khusus untuk urusan anggaran daerah adalah :
1. Meningkatkan pfioritas dan rasionalisasi belanja.

2. Melakukan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran.




77

3. Melakukan pengetatan‘serta perbaikan mekanisme pelaksanaan anggaran yang
terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk itu sejalan dengan dinamika dan tuntutan perubahan serta
perkembangan di era reformasi, maka gerak pembangunan nasional tidak lagi
berorientasi pada pertumbuhan semata, namun berupaya untuk mengarah kepada
pemerataan, pembangunan beserta hasil;hasilnya kesetiap daerah secara lebih adil
dan merata. Paradigma baru yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan
.sosial, tercermin dalam kerangka kebijakan APBN tahun Anggéran 2001/2002,
dimana merupakan langkah awal penjabaran semangat dan kandungan yang
tcrsifat dalam TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 mengenai Otonomi Daerah dan
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Oleh karena . itu, maka faktor dominan pelaksanaan otonomi daerah dan
hubungan keuangan pusat dan daerah, adalah bahwa untuk melaksanakan program
dan kegiatan yang menjadi urusan rumah tangga daerah diperlukan sumber-
sumber pembiayaan dan kemandirian dalam perencaﬁaan dan pelaksanaan
anggaran daerah yang bertumpu pada kebutuhan nyata di daerah depgan tidak
mengabaikan prinsip negara kesatuan. Dimana dengan adanya dana ﬁerimbangan
_diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan secara lebih adil dan
merata.

Berikut ini adalan perkembangan dana perimbangan yang diterima

Provinsi Papua :
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Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diterima Provinsi
Papua sampai dengan tahun 1999 berupa bagi hasil pajak antara pemerintah
daerah dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2000 dena perimbangan yang
diterima oleh Provinsi }';apua selain berupa bagi hasil pajak disertai dengan dana
rutin daerah dan dana pembangunan daerah. Sedangkan pada tahun 2001 dengan
diberlakukannya undang-undang otonémi daerah, dana perimbangan yang
diterima oleh Provinsi Papua selain dalam bentuk dana bagi hasil pajak/bukan

pajak juga berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pada tahun 2002

sesuai dengan undang-undang otonomi khusus, Provinsi Papua mendapatkan

dana otonomi khusus sebesar Rp 1,382 triliun. Selain itu seperti tahun-tahun
sebelumnya Provinsi Papua mendapatkan dana perimbangan berupa dana bagi
hasit pajak sebesar Rp 74,379 miliar, bagi hasil bukan pajak Rp 45,076 miliar dan
dana alokasi umum sebesar  Rp 343,530 miliar. Secara keselurahan dana
perimbangan yang diterima oleh Provinsi Papua pada tahun 2002 mencapai Rp
1,847 triliun. Besarnya dana perimbangan yang diterima pada tahun 2002
mengalami peningkatan sebesar 71 % dari tahun sebelumnya depgan peningkatan
secara nominal sebesar Rp 1,316 triliun.

Adapun perhitungan secara riil dana perimbangan yang seharusnya
diterima oleh Provinsi Papua pada tahun 2002 dengan berdasarkan UU No.
21/2001; komponen dana perimbangan terdiri dari bagian daerah dari penerimaan
PBB, BPHTB dan penerimaan dari SDA, dana alokasi umum dan dana alokasi

khusus yaitu dengan uraian sebagai berikut :
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> PBagian Daerah dari Penerimaan PBB

Berdasarkan data BAPPEDA Provinsi Papua th 2001, maka target
penerimaan PBB untuk Papua pada tahun 2002 adalah sebesar Rp. 53,315 miliar.
Maka alokasinya menurut UU No. 21/ 2001 adalah :

Hak Pusat 10% x Rp. 53,315 miiliar =Rp. 5,331 miliar

Hak Daerah 90% x Rp. 53,315 miliar = Rp. 47,983 miliar
Selanjﬁtnya Hak daerah tersebut dibagi sebagai berikut :

- Hak Provinsi 16,2% x Rp. 53,315 miliar =Rp. 8,637 miliar

- HakKab/Kota 64,8% x Rp. 53,315 miliar =Rp. 34,548 miliar
- Upah Pungut 9% x Rp. 53,315 miliar = Rp. 4,798 miliar

Jadi total penerimasan PBB Provinsi Papua diperkirakan sebesar

- Rp. 47,798 mihar

> Bagian Daerah dari Perencanaan BPHTB

Menurut BAPPEDA Provinsi Papua tahun 2001, target penerimaan Bea
perolehan Hak atas tanah dan bangunan Provinsi Papua untuk tahun 2002 adalah
sebesar Rp. 0,138 miliar. Dari penerimaan ini dibagi sesuai dengan hak

UU No. 21/2001 sebagai berikut :

- Hak Pusat 20% x Rp. 0,318 miliar = Rp. 0,0276 miliar
- Hak Provinsi 16% x Rp. 0,318 miliar = Rp. 0,0221 miliar
- Hak Kab/Kota 64% x Rp. 0,318 miliar =Rp. 0,0883 miliar

Jadi BPHTB untuk Provinsi Papua adalah sebesar Rp. 0,1104 miliar
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¥ Basgian Daerah dari Penerimaan hasif SDA

. Dasar perhitungan Jumlah
No Sumber Penerimaan
(dalam miliar) (dalam miliar)
I iMinyak dan Gas.Bumi 70% xRp. 7,301 |[Rp. 35,1104
2 |Iuran Hasil Bumi (IHH) 180% xRp. 50,935 1Rp. 0,748

[F3]

Turan Hasil Pengusahaan Hutan (IHPH) |80% x Rp. 30,533, jRp. 0,426

4 |Perikanan 80% x Rp. 382,665 |Rp. 306,132
5 |Pertambangan Umum 80% x Rp. 171,084 |Rp. 136,867
Jurnlah Rp. 563,318 |Rp. 449,283

Sumber : Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan RI

Jadi penerimaan dana dari hasil sumberdaya alam Provinsi Papua
Rp. 444,283 miliar.

> Dana Alokasi Umum

"Berdasarkan UU No. 25/1999, maka perhitungan dana alokasi umum
untuk Provinsi Papua adalah :
- Penerimaan dalam negeri T.A 2001/2002° =Rp. 245.325 miliar
- DAU 5% x Rp. 245.325 miliar =Rp. 61.331,25 miliar
- DAU Prop 10% x Rp. 61.331,25 miliar = Rp. 6.133,1 miliar
- Net Transfer Papua

_ 1.940.818 miliar
840.463 miliar

x Rp.6.133,1 miliar

= 14,167 miliar

- Untuk kabupaten/kota ditetapkan 90% maka perhitungannya adalah 90% x

Rp. 61.331,25 miliar = Rp. 55.198,125 miliar, dan kemudian dibagi 340
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kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hasilnya tiap kab/kota akan menerima
Rp. 162,34 miliar.

- 14 kab/kota di Provinsi Papua akan menerima 14 x Rp. 162,34 miiiar =
Rp. 2.272,76 triliun.

Jadi Penerimaan Dana Alokasi Umum Provinsi Papua Rp. 2.272,76 triliun.

> Dana Alokasi Khusus

Selanjutnya pasal 8§ UU No. 25/1999 menetapkan adanya dana alokasi
khusus untuk membiayai kebutuhan khusus daerah, yang sumbernya diambil dari
dana reboisasi.

Berdasarkan data penerimaan.reboisasi yang dihimpun Dinas Peadapatan
Daerah Provinsi Papua, maka perkiraan dari dana alckasi khusus ipi adalah 40% x
Rp.126,76 miliar = Rp. 50,704 miliar.

Berdasarkan rekapitulasi diafas, maka perkiraan dana perimbangan untuk

keseluruhan Provinsi Papua adalah sebesar :

1. Bagian penerimaan dari PBB Rp. 47,983 miliar
2. Bagian penerimaan dari BPHTB Rp. 0,1104 miliar
3. Bagian penerimaén dari- SDA Rp. 449,283 miliar
4. DAU Rp. 2.272,76 miliar
5. DAK Rp. 50,704 miliar
Jadi jumlah dana perimbangan Prop. Papua Rp. 2.820,85 triliun

Dari perhitungan rekapitulasi di atas menunjukkan bahwa dana

perimbangan yang scharusnya diterima oleh Provinsi Papua sebesar Rp 2.821,85
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triliun. Dengan clemikian telah terjadi perbedaan antara jumlah dana perimbangan
yang seharusnya diteriina dan dana perimbangan yang diterima dengan selisih
sebesar Rp 975 miliar. Nilai selisih ini tentunya akan sangat bermanfaat jika
dapat (i:literima oleh Provinsi Papua mengingat pembiayaan terhadap pengeluaran
Provinsi Papua juga mengandalkan dana:perimbangan selain dana dari pendapatan
asii daerah. |

Adépun terjadinya selisih antara dana perimbangan yang diterima dengan
nilai riil yang seharusnya diterima dapat terjadi karena adanya keterlambatan
informasi, baik mengenai kondisi sektor perekonomian maupun sektor kevangan
serta sektor-sektor lainnya kepada pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya
peningkatan sistem administrasi pemerintahan yang lebih baik sehingga
pefnerintah pusat selalu mendapatkan informasi yang terbaru (upfodate) mengenai

kondisi di Provinsi Papua.

5.3  Implikasi Hasil Penelitian

Dengan diterimanya hipotesis dan model elastisitas kebutuhan dana dalam
penelitian ini, menjelaskan bahwa masalah kebutuhan dana di Provinsi Papua
dimana jumlah penduduk, banyak sekolah, panjang jalan dan jumlah penduduk
miskin mempengaruhi kebutuhan dana di Provinsi Papua. -

Berdasarkan ﬁasil perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa koefisien LnJP = 1,604 dan koefisien LnBS = 5,160 yang

mana besaran koefisien elastisitas jumlah penduduk dan banyak sekolah
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memberikan pengaruh yang lebih besar daripada koefisien LnPJ = 0,362 dén
koefisien LnJPM = 0,463 terhadap kebutuhan dana Prbvin_si Papua.

Hal ini mempunyai makna bahwa ke[_)utuhan dana khususnya untuk
pengeluaran pembanguﬁan di Provinsi Papua lebih banyak dipengaruhi oleh faktor
Jumlah penduduk dan jumlah sekolah. Kondisi ini patut dimaklumi karena jumlah
penduduk di Provinsi Papua secara rata-rata laju pertumbubannya selama periode
1990-1995 dan 1995-2000 masing-masing tumbuh dengan 3,34% dan 2,70%
(hasil proyeksi penduduk befdasarkan SUPAS 1995), dan berkembang lebih
tinggi daripada perkembangan penduduk nasional yang hanya 2,34% per tahun.

Perkembangan penduduk 'yang relatif tiflggi ini bagi Provinsi Papua,
~didukung oleh tingkat kelahiran yang masih tinggi pada masyarakat Papua, juga
karena adanya migrasi yang cukup besar ke Papua dari pulau léin. Baik
disebabkan oleh program transmigrasi maupun karena migrasi spontan.

Karena hal tersebut maka pemerintah menambah jumlah sekolah
khususﬂya SD dan SL'TP guna memberantas angka buta huruf pada penduduk
(48,64%), sehingga dapat mengurangi angka “school enrollment ratio” untpk
penduduk yang berusia sekolah SD dan SLTP.

Demikian juga, koefisien LnPJ = 0,362 dan koefisien LnJPM = 0,463
memiliki makna bahwa panjang jalan dan Jumlah penduduk mempengaruhi
kebutuhan dana, meskipun besaran koefisien elastisitésnya dibawah 1. -

Hal ini memberi makna bahwa pemerintah Provinsi Papua bukannya
kuran-g menyentuh kepentingan penduduk yaita pembangunan prasarana seperti

jalan raya dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Papua tetapi kebijakan
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anggaran pembangunan di Provinsi Papua ini dipengaruhi juga oleh faktor politik
dan luas wilayah serta kondisi geografis daerah yang relatif sutit.

Selain itu, juga karena PAD Provinsi Provinsi Papua yang relatif rendah.
Pada sisi penerimaan, sumber penerimaan Pemerintah Daerah Papua yang terbesar
adalah dari subsidi pemerintah Pusat {(lebih dari 80% dari total penerimaanaya
berasal dari PAD hanya 4% saja dari tahun ke tahun dan’ sisanya merupakan
penerimaan lain-lain.termasuk sisa anggaran tahun lalu).

Meskipun jika kita melihat pada perkembangan ekonomi antar
kabupaten/kota, tampaknya selama kurun 1989-1994 perkembangan ekonomi
Papua telah berkembang dengan menggembirakan dan perkembaﬁgannya terjadi
di seluruh sektor-sektor dimana setiap kabupaten/kota telah menjadi puast
perkembangan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

Sebagai contoh pada kabupaten Merauke, kegiatan ekonomi yang paling
berkembang adalah pada sektor listrik dan air minum, pada kabupaten jayawijaya
adalzh sektor industri, sektor lain, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada
kota dan kabupaten Jayapura adalah sektor bangunan, sektor penggalian.
Kabupaten Paniai adalah sektor listrik dan air minum, transportasi dan
komunikasi serta bangunan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, bahwa mau tidak mau
dengan melihat kondisi Provinsi Papua kedepan maka upaya dalam menggali dan
meningkatkan PAD mutlak harus dilakukan serta lebih banyak melakukan
efisiensi pada sisi pengeluaran rutin sehingga pembangunan untuk kesejateraan

masyarakat Papua dapat dicapai.
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Dan melalui anggaran daerah diharapkan dapat dilakukan supervisi dengan
ketat dan pengendalian terhadap penggunaan dana, sehingga sumber —~ sumber
~ dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian pendapatan
daerah diharapkan akan selalu meningkat dan disertai pengeluaran daerah yang
makin efisien.

Begitu juga upaya mewﬁjudkan pemerataan pembangunan antar daerah,
pemerintah Provinsi Papﬁa diharapkan memberikan juga perhatian yang serius
terhadap terhadap alokasi sejumlah dana yang berupa bantuan képélda daerah
terutama untuk daerah yang berpendapatan rendah dan kurang potensinya, maka
kesenjangan antar daerah dapat dikurangi. Sehingga pembangunan daerah dapat
diarahkan untuk mengembangkan dana serta menverasikan laju pertumbuhan

antar daerah, kota dan desa.




6.1.

BAB VI
"PENUTUFP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berkut :

1.

Ketentuan penggunaan Partial Adjustment Models (PAM) pada model
penelitian ini dapat terpenuhi. Dengan kata lain model Partial Adjustment
Models (PAM) pada penelitian ini berhasil dalam mengestimasi kebutuhan
dana Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan bahwa model PAM cocok
digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabe! jumlah venduduk, banyak
sekolah, panjang jalan dan jumlah penduduk miskin terhadap variasi
kebutuhan dana Proviﬁsi Papua.

Jumlah penduduk, banyak sckolah, panjang jalan, jumlah penduduk miskin
dan kebutuhan dana satu tahun sebelumnya secara bersama-sama berpengaruh
terhadap kebutuhan dana daerah di Provinsi Papua.

Kondisi PAD Provinsi Papua yang relatif rendah kontribusinya terhadap total

~ penerimaan sehingga untuk masa yang akan datang upaya dalam menggali dan

meningkatkan PAD mutlak harus dilakukan serta lebih banyak melakukan
efisiensi pada sisi ﬁen’geluaran rutin sehingga pembangunan  untuk
kesejateraan masyarakat Papua dapat dicapai.

Dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Papua sudah relatif besar

karena hampir 80 persen total penerimaan Provinsi Papua berasal dari dana
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perimbangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi

dari Provinsi Papua terhadap pemerintah Pusat

5. Dari penelitian ini diketahui bahwa keuangan daerah Provinsi Papua dapat

dikatakan kurang mencukupi sehingga masih memiliki ketergantungan yang
tinggi terhadap dana yang berasal dari pusat. Dengan demikian teori Hughes
tentang Economic Rationalist Argument bahiwa Goverment is Still too Large

and too Dominant terbukti pada penelitian ini.

62. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan untuk memperhatikan

beberapa hal berikut, yaitu : |

1. Pemerintah daerah Provinsi Papua untuk terué berupaya dalaim menggali dan
meningkatkan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan mengupayakan intensifikasi, ekstensifikasi dan fax sharing terhadap
sumber-sumber pendapatan daerah. |

~ Contoh Ekstensifikasi :

Melihat kondisi geografi Papua, nampaknya pajak kendaraan atas air dampak
menjadi penyumbang PAD yang cukup berarti. Sayang sekali pada saat ini
potensi tersebut belum dimanfaatkan secara semestinya. Di beberapa Provinsi
di Kalimantan dan Sumafer;cl, pajak jenis ini telah memberikan sumbangan
yang tidak kecil terhadap PAD. PKB dan BBN untuk kendaraan atas air.Tetapi
untuk jangka pendek, pemungutan jenis pajak ini masih memerlukan waktu

untuk penggodokan dan penyesuaian dalam implementasinya.
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» Retribusi untuk Izin Membangun Bangunan Bertingkat

Menurut keterangan Dinas Praswil Papua, bahwa saat ini belum dilakukan
pengaturan terhadap bangunan bertingkat. Sehingga terdapat kemungkinan
besar, pengaturan izin bangunan bertingkat diatur oleh Pemerintah Daerah
kota/kabupaten c¢q Dinas Praswil Provinsi.

Sebenarnya izin ini dapat deelofa oleh Dinas Praswil baik kota/kabupaten
dan atau Provinsi, tetapi karena fasilitas dan tenaga ahli untuk bangunan
bertingkat baru dimiliki oleh Dinas Praswil Provinsi, maka pemungutan
atas Izin Membarnigun Bangunan Bertingkat seyogyanya dilakukan oleh
Dinas Praswil Provinsi

Prospek pendapatan dari jenis retribusi ini tergantung pada tarif yang
ditetapkan oleh Pemda Provinsi dan besarnya basis retribusi. Jika dilihat
kemungkinan perkembagan  bangunan bertingkat di papua untuk jangka
pendek masih sangat terbatas, sehingga dalam jangka pendek penerimaan
dari retribusi ini tidak begitu besar. Akan tetapi untuk jangka panjang
penerimaan dari jenis retribusi ini mempunyai potensi yang besar _sejalan
dengan perkembangan perkotaan di papua .

Retribusi Penggunaan Air Bawah Tanah dan Perairan Umum

Komponen ini sebenarnya cukup potensial sebagai sumber dana Pemda
Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan pungutan ini dan
menghasilkan tambahan Pendapatan Asli Daerah yang sahgat besar. Hasil
pungutan dari dua subyek retribusi yakni Pertamina dan Pupuk Kaltim saja

mencapai Rp. 120,8 milyar (Kompas, 14 November 1997).
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Jika diterapkan di Papua, maka diperkirakan akan diperoleh tambakan
pendapatan yang sangat besar. Kegiatan-kegiatan yang potensial dipungut
refribusi ini di Papua adalah PT. Freeport Indonesia, Pertamina dan
Kontraktor-kontraktornya dan Industri Pengolahan hasil perikanan.

Contoh Intensifikasi :

Berdasarkan pengamataan peneliti, menunjukkan semua komponen belum
sepenuhnya dipungut secara efektif dan efisien. Upaya peningkatan efektifitas

dan efisiensi pemungutan dapat dilakukan dengan,

Peningkatan penerimaan melalui peningkatan tarif dan pemungutan yang
Iebih intensif.

Peningkatan kemampuan aparat untuk menuju peningkatan penerimaan

1

pendapatan daerah.

Peningkatan pelayanan bagi subyek pajak.

Dimana ketiga metode ini akan dicoba ditcrapkan untuk komponen-komponen
PAD yang mempunyai potensi untuk ditingkatkan.

Dengan adanya penyesuaian tarif tiap 2 tahun, maka penerimaan dari sumber
ini akan cenderung meningkat setiap tahun. Namun demikian sebagai mana
bersasarkan pengamatan peneliti, potensi PKB/BBN belum sepenuhnya digali.
Upaya penggalian ini dapat melakukan dengan cara :

- Perbaikan adminisrasi pemungutan berupa,

e Penambahan fasilitas bagi cabang-cabang dan UPTD.

¢ Penambahan personil dicabang-cabang Dinas yang

membutuhkannya seperti Sorong.

e

'un msm _J
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* Studi komparatif bagi aparat Dipenda.

~ Peningkatan pelayanan dengan melakukan penvederhanaan tata cara
penyetoran. Jika sekarang terdapat dua loket vakni loket Samsat untuk
pengembalian formulir dan PKB dan Polisi untuk penyetoran uang dan
pengambilan plat nomor, maka demi efisiensi waktu sebaiknya kedua

loket digabung menjadi satu loket saja.

- Komputerisasi untuk PKB dan BBN-KB. -

- Pengenaan sanksi yang lebih keras, bagi yang lalai dan | diadakan
perbedaan nilai denda tergantung pada waktu keterlambatan.

# Pajak atas Ijin
Untuk pajak ini, harus dilakukan beberapa perombakan berupa :
- Kenaikan tarif minimal dapat menutupi biaya vang dikeluarkan.
- Tarif ditetapkan atas nilai pekerjaan/izin yang diberikan.

“Kenaikan tarif tersebut disesuaikan dengan perkembangan tingkat harga
selama jangka waktu 1995-1997 ini. Untuk mencapai tujuan tersebut
diatas, Perda yang mengatur pemungutan Pajak Atas Ijin perlu direvisi.
Perda yang mengatur pemungutan PAD telah berumur leBih dari 10 tahun
schingga mutlak untuk direvisi.

Meskipun sebagian obyek pajak ini dihapuskan, sehubungan Paket
Kebijaksanaan 24 Desember 1987, yaitu ijin atas pembangunan hotel dan
tempat-tempat wisata, penerimaan Pemda Papua tidak terlalu berpengaruh
karena diperkirakan pembangunan hotel dan tempat-tempat wisata masih

relatif sedikit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
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> PajakrAtas Ijin Menangkap Ikan (PAIMI)

Untuk jenis pajak ini, sebaiknya diperbaiki aturannya, denga; kondisi
sekarang dan diperlukan untuk masa yang' akéﬁ daténg, biaya pemungutan
dan nilai penerimaan di jenis .pajak ini belum dapat tertutupi. Disamping
itu pengenaan pajak ini kurang menyentuh as.pe;k"l'cAead‘ilan. Arti'nxa -dis-atu
pihak eksplorasi dan cksploitasi_'perikanan secara modern yang bertujuan
ekspor dibebaskan dari kewajiban ini, sebaliknya‘.-nelayan tradisional yang
berasal dari golongan ekonomi lemah dikenakan pajak ini. Kesukaran
pemungutan pajai{ ini'jl.;ga meqdasari safan pencabufan pajak ini.
 Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Untuk jeris retribusi ini sangat sukar untuk mengharapkan kenaikan
penerimaan. Hal ini karena faktor politis dan sosial ekonomi masyarakat
Irian Jaya yang tidak memungkinkan penetapan tarif didasarkan atas biaya
vang dikeluarkan. |
Upaya mengurangi defisit dari jenis retribusi ini dapat dilakukaﬁ dengan
cara subsidi silang, artiriya untuk kelas I dan VIP dikenakan tarif diatas
biaya rata-rata. Sebaliknya untuk kelas-kelas ekonomi ditetapkan tarif
lebih rendah dari biaya rata-rata. Dengan cara demikian defisitnya dapat
dikurangi. | |

Retribusi atas Bahan Galian Golongan C

Upaya meningkatkan penerimaan dari retribusi _“ini dapat dilakukan
dengan;

- Penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat retribusi galian.
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- Pengenaan atas penggunaan jenis bahf;ln galian (sekarang vang
digunakan dalam proyek Trans Papua). Untuk menyederhanakan
proses pemungutan dapat dilakukan pemungutan atas kontrak yang
ditandatangani oleh kontraktor, yang diuji harus dispesifikasi lebih

terperinci dengan tarif tertentu.

Contch Tax Sharing :

» Pajak Bumi dan Bangunan |

PBB meskipun merupakan pajak pusat, tetapi hasilnya sebagian besar
didistribusikan pada” Daerah. Realisasi peneritnaan PBB di Papua
menunjuxkan gambaran yang cukup menggembirakan, Penerimaan PBB
pada tahun 1997/1998 meningkat 1,8 kali dibandingkan penerimaan Ipeda
dan Pajak Rumah Tangga rata-rata selama periode 1993/1994 -
1995/1996.

Schingga éudah layaknya bagi Pemda Papua membantu pelaksanaan
pemungutan jenis pajak ini. Penyuluhan akan pentingnya PBB tentu akan
dapat tidak hanya menggali lebih banyak potensi PBB di daerah yang telah
tergarap (daerah perkotaan) juga memperbesar basis pajak ini yaitu daerah
pedesaan.

Pemda juga harus memperjuangkan agar PBB dapat dipungut dari daerah -
konsesi seperti hutan maupun pertambangan.

Implikasi peningkatan penerimaan PBB mempunyai dampak yang lnas
terhadap pembiayaan pemerintahan di Papua. Secara langsung Pemda

Provinsi Papua akan menerima bagian sebesar 90% dari penerimaan PBB
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yang berarti akan menambah besarnya 'Pcndapafén Daerah Provinsi Papua.
Secara tidak langsung PBB juga dapat melepas atau sekurang-kurangnya
mengurangi ketergantungan kéuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua
terhadap Pemerintah Daerah Pusat.

» Rojfalitas
Sumber penerimaan ini ber‘asall dari bagian royalti yang diterima oleh
Pemerintah Pusat dari PT Freeport Indonesia yang kemudian dibagikan
kepada Pemérintah Daerah Papua. Menurut keterangan Dispenda Provinsi
Papua tidak ada aturan yang jelas tentang pembagian royalti ini. Padahal
jumlah penerimaan dari royalti ini sangat besar.
Untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan anggaran Pemda Papua
perlu meminta penjelasan tentang pembagian royalti ini.

2. Pemerintah Pusat disarankan untuk lebih meletakkan dan menekankan
penyelenggaraan asas desentralisasi daripada asas demokrasi dan tugas
pembantuan, schingga tanipak adanya penyelenggaraan desentralisasi dan
otonomi khusus di Papua. Dengan demikian, perlu dilakukan peninjauan
kembali atas pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 21/2001 terutama
yﬁng berhubungan dengan keuangan daerah. Konsep titik berat otonomi
khusus, harus ditekankan tidak saja kepada kuantitas urusan yang diserahkan
menjadi Urusan Rumah Tangga Senditi, tétapi juga kepada pemberian
wewenang, kemandirian, dan keselarasan untuk mengurus urusan-urusan
tcrsebut.. Walaupun diakui bahwa subsidi masih tetap diperlukan, tetapi

disarankan untuk diserahkan di dalam bentuk block-grant. Dimana pemerintah
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daerah mempunyai kewenangan dan kebebasan penuh mulai dari pemikiran,
perencanaan, pelaksanaan, ﬁémantauan, sampai kepada pengawasan dan
laporan. Dengan penyerahan subsidi secara block grant ini, di satu pihak akan
terlihat adanya kepercayaan pusat terhadap daerah-dacrah. Selain itu juga
daerah-daerah akan merasakan adanya pengakuan akan kebebasan dan
kemandirian untuk mengembangkan daerahva sendiri berdasarkan potensi-

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

3. Pemerintah Pusat disarankan adanya pembagian pajak dalam bentuk tax

sharing atau tax levy atau opsen bagi daerah-daerah yang menghasilkan
sumber pajak atau sumber pendapatan yang besar bagi penerimaan
negara/pusat. Dengan bentuk pembagian pajak seperti ini maka kecuali PADS
daerah akan bertambah dan menjadi besar, tetapi juga dapat menghindarkan

issue bahwa pusat terlalu banyak mengambil milik dan kekayaan daerah.

0.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghadapi keterbatasan-keterbatasan pada jumlah variabel-

_ variabel yang mempengaruhi tingkat elastisitas kebutuhan dana Provinsi Papua

seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Selain itu analisis dana perimbangah pada
penelitian ini juga perlu dilakukan penelitian ulang mengingat kebijakan
mengenai dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerinah daerah baru

berjalan lebih kurang 1,5 tahun.
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